LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 38 TAHUN 201 7

TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN
TINGGI, ADMINISTRATO R,DAN PENGAWAS
PERANGKAT DAERAH

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATO R, DAN PENGAWAS PADA DINAS DAERAH

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Sekolah Menengah
Atas, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pendidikan
Khusus, Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan , Serta Bidang
Kebudayaan.

b. Untuk m elaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Dberdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan  sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung
jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
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5) Merumuskan kebijakan di bidang kesiswaan pada SMA, SMK
dan Pendidikan Khusus;

6) Merumuskan kebijakan di bidang kurikulum, dan muatan lokal
pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus;

7) Merumuskan kebijakan sarana prasarana danmenerbitkan
rekomendasi teknis izin pendirian, penataan , dan penutupan
SMA, SMK dan Pendidikan Khusus;

8) Merumuskan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga
kepend idikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Tenaga
Kebudayaan;

9) Merumuskan kebijakan pemantauan dan evaluasi pendidik dan
tenaga kependidikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Tenaga
Kebudayaan ;

10) Merumuskan kebijakan pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan li ntas kabupaten/kota dalam satu provinsi;

11) Merumuskan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian;

12) Merumuskan kebijakan penetapan cagar budaya provinsi dan
penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;

13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan  sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan perumusan
rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring,
urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset,
serta perencanaan evaluasi pelaporan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalaha n dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardi sasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan , serta evaluasi dan
pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan , dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara ren cana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai ben tuk
akuntabilitas kinerja  ; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
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tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian ,serta

pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai ped oman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

9) melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi ha  mbatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
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Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana anggaran, pembuk uan, verifikasi, dan perbendaharaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1)

2)

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan  Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhinda r dari kesalahan;

5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan ;

6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan  yang bersumber dari APBD maupun
APBN;

7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikas i hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

11) Melaksana kan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

-209 -



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub B agian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesu ai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusu nan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang
bersumber dari APBD maupun APBN :

7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja , Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Ling kup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

8) Melaksanakan monitoring , evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota serta dari Pemerintah  Provinsi  untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

10) melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan ;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
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peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

a. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Kurikulum SMA, Seksi Sarana Prasarana SMA , dan Seksi
Kesiswaan SMA.

b. Untuk melaksanakan tugas po kok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sekolah
Menengah berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

3) Memberi petun juk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Sekolah Menengah sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas ;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan ;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan sarana prasarana, serta
kesiswaan sekolah menengah atas;

6) Membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah menengah atas;

7) Merencanakan penyusunan  bahan penetapan kurikulum muatan

lokal sekolah menengah atas;
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8) Merencanakan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi
teknis izin pendirian, penataan , dan penutupan Sekolah
Menengah Atas;

9) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan melaksanakan
kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan Sekolah
Menengah Atas;

10) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan
sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi;

11) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian di bidang
kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah
menengah atas;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sekolah
Menenga hAtas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Kurikulum SMA

a. Kepala Seksi Kurikulum SMAmempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Kurikulum  SMA.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Kurikulum SMAmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi  Kurikulum SMAberdasarkan
rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tuga s kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kurikulum SMA;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kurikulum SMAsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pek erjaan berjalan tertib dan lanca  r;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Kurikulum SMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan kurikulum sekola ~ h menengah atas;

6) Menyusun bahan penetapan kurikulummuatan lokal dan kriteria
penilaian sekolah menengah atas;

7) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan  kurikulum sekolah
menengah atas;

8) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah
provinsi;

9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi melaksanakan
kurikulum sekolah menengah atas;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kurikulum SMAdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ad a
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Kurikulum SMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA

a. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi Sarana Prasarana SMA.

b. Untuk melaksanaka n tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Sarana Prasarana SMAberdasarkan
rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai
pedoman pelaksana an tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana Prasarana SMA,;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana Prasarana SMAsesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lanca r;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan sarana prasarana sekolah menengah atas;

6) Menyusun bahan pembinaan sarana prasarana sekolah
menengah atas;

7) Menyusun bahan penerbitan rekomendasi teknis izin pendirian,
penataan, dan penutupan , sekolah menengah atas;

8) Menyusun bah an pemantauan dan evaluasi sarana prasarana
sekolah menengah atas;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksa naan kinerja di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Seksi Kesiswaan SMA
a. Kepala Seksi Kesiswaan SMAmempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan progra m dan kegiatan pada
seksi kesiswaan SMA.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a , Kepala Seksi Kesiswaan = SMAmempunyai rincian tugas

sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi  Kesiswaan SMAberdasarkan
rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Atas  sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesiswaan SMA;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesiswaan SMAsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lanca r;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Kesiswaan SMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan kesiswaan
sekolah menengah atas;

6) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
kesiswaan sekolah menengah atas;

7) Menyusun bahan pemantauan dan pelak sanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan kesiswaan sekolah menengah atas;

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kesiswaan SMAdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9) Melaporkan pe laksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Kesiswaan SMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

a. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Kurikulum SM K, Seksi Sarana Prasarana SMK, serta  Seksi
Kesiswaan SMK.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang S ekolah
Menengah Kejuruan berdasarkan program kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan
peraturan dan prosedu r yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah Kejuruan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang dihar apkan;

5) Menyusun bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaankebijakan di bidang kurikulum dan sarana
prasarana, serta kesiswaan sekolah menengah kejuruan;

6) Membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah menengah kejuruan;

7) Merencanakan penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri
sekolah menengah kejuruan;

8) Mengoordinasikan pembangunan  technopark di lingkungan
sekolah menengah kejuruan;

9) Merencanakan penyusunan  bahan penetapan kurikulum muatan
lokal sekolah mene ngah kejuruan;

10) Merencanakan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi
teknis  izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah
menengah kejuruan;

11) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan melaksanakan
kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah
menen gah kejuruan;

12) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian di bidang
kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah
menengah kejuruan;

13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah Kejuruan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah
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dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Menengah
Kejuruan sesuai denga n tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Kurikulum SMK

a. Kepala Seksi Kurikulum SMK mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyusunan
bahanperumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada seksi kurikulum SMK.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Kurikulum SMK mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi  Kurikulum SMK berdasarkan
rencana operasional Bidang  Sekolah Menengah Kejuruan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tu gas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kurikulum SMK ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kurikulum SMK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lanca r;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum
SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan kurikulum sekolah menengah kejuruan;

6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah kejuruan;

7) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum
sekolah menengah kejuruan;

8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kurikulum

sekolah menenga h kejuruan;
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9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kurikulum SMK  dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kurikulum
SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK

a. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Sarana Prasar ana SMK.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Kkegiatan Seksi Sarana Prasarana SMK
berdasarkan rencana operasional Bidang Sekolah Menengah
Kejuruan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana Prasarana SMK

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana Pra sarana SMK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lanca r;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalaha n;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;

6) Menyusun bahan pembinaan sarana prasarana sekolah
menengah kejuruan;

7) Menyusun bahan fasilitasi kerja sama industri;

8) Menyiapkanpelaksanaan pembangun an technopark di
lingkungan sekolah menengah kejuruan;

9) Menyusun bahan penerbitan rekomendasi teknis izin pendirian,
penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
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10) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana
sekolah menengah kejuruan;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMK dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Seksi Kesiswaan SMK

a. Kepala Seksi Kesiswaan SMK mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kesiswaan SMK.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Kesiswaan SMK mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesiswaan SMK  berdasarkan
rencana operasional Bidang  Sekolah Menengah Kejuruan sebagai
pedoman pelak sanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas seksi Kesiswaan SMK ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesiswaan SMK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lanca r;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiswaan
SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaa n kebijakan
di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan kesiswaan
sekolah menengah kejuruan;

6) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

kesiswaan sekolah menengah kejuruan;

-219 -



7) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, b akat, prestasi, dan kesiswaan sekolah
menengah kejuruan;

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kesiswaan SMK dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesiswaan
SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Pen didikan Khusus

a. Kepala Bidang Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi  Kurikulum Pendidikan  Khusus , Seksi Sarana Prasarana
Pendidikan Khusus dan Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Bidang Pendidikan Khusus mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pendidikan
Khusus berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pendidikan Kh usus sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pendidikan Khusus sesuai dengan peraturan
dan prosedur vyang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas ;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pendidikan Khusus secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan.
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5) Merencanakan penyusunan bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
sarana prasarana, serta kesiswaan pendidikan khusus;

6) Membinapelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
sarana prasarana, serta kesiswaan pendidikan khusus;

7) Merencanakan penyusunan  bahan penetapan kurikulum muatan
lokal pendidikan khusus;

8) Merencanakan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi teknis
izin pendirian, penataandan penutupan satuan pendidikan
khusus;

9) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan
melaksanaka nkurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan
pendidikan khusus;

10) Merencanakan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di
bidang kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan
pendidikan khusus;

11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bida ng
Pendidikan Khusus dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan
Khusus sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus

a. Kepala Seksi Kurikulum  Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang pendidikan khusus dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kurikulum Pendidikan Khu Sus.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus
berdasarkan rencana operasional Bidang Pendidik an Khusus
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kurikulum Pendidikan Khusus sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum
Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku aga r terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan kurikulum pendidikan khusus;

6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan khusus;

7) Menyusun bahanpembinaan pelaksanaan kurikulum pendidikan
khusus;

8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum pendidikan khusus;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kurikulum Pendidikan Khusus dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kurikulum
Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang d iperintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Sarana Prasarana Khusus

a. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khususmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang pendidikan khusus dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana Pendidikan
Khusus .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus

mempunyai rincian tugas sebagai be  rikut:
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1) Merencanakan Kkegiatan Seksi Sarana Prasarana Pendidikan
Khusus berdasarkan rencana operasional Bidang pendidikan
khusus sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelanca ran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana Prasarana Pendidikan Khusus sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan sarana prasarana pendidikan Khusus;

6) Menyusun bahan pembinaan sarana prasarana pendidikan
khusus;

7) Menyusun bahan penerbitan rekomendasi teknis izin pendirian,
penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;

8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana
pendidikan khusus ;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana Pendidikan Khusus dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang d iperintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

17. Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus

a. Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pendidikan Khusus dalam penyusunan

bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus .
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesiswaan Pendidikan
Khusus berdasar kan rencana operasional Bidang pendidikan
khusus sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesiswaan Pendidikan Khusus sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiswaan
Pendidikan Khu sus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi, dan kesiswaan pendidikan khusus;

6) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
kesiswaan pendidikan khusus;

7) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan kesiswaan pendidikan
khusus;

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kesiswaan Pendidikan Khusus dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesiswaan
Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja d an rencana kegiatan
mendatang; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang d iperintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

18. Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan
a. Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
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Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus , Seksi Tenaga Pen didik dan
Kependidikan SMK serta Seksi Bina Kelembagaan,
Dekonsentrasisentrasi dan Tugas Pembantuan

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a , Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketenagaan
dan Kelembagaan berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Ketenagaan dan Kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan  sesuai d engan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Ketenagaan dan Kelembagaan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencap ai target
kinerja yang diharapkan;

5) Menyusun bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaanpendidik
dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga
kebudayaan;

6) Merencanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta
tenaga kebudayaan;

7) Menyusun bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah men engah atas, sekolah menengah
kejuruan, dan pendidikan khusus;

8) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan
pendidikan khusus;
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9) Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kepen didikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;

10) Menyusun bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

11) Menyusun bahan pemantauan dan pengendalian di bi dang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
atas, sekolah menengah kejuruan, danpendidikan khusus, serta
tenaga kebudayaan;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Ketenagaan dan Kelembagaan dengan cara membandingk an
antara rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagaan dan
Kelembagaan sesuai dengan tugas yang telah dila  ksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan
PendidikanKhusus dan Layanan Khusus

a.

Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam huruf a , Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA

dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berdasarkan
rencana operasional Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus ;
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3) Membimbing pelaksa naan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkunga n Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan
Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan pembinaan pendidik dan tena ga kependidikan sekolah
menengah atas dan pendidikan khusus;

6) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan
pendidikan khusus;

7) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;

8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
atas dan pendidikan khusus;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan
Layanan Khusus dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidika n Khusus dan
Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang d iperintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

20. Kepala Seksi Tenaga P endidik dan Kependidikan SMK
a. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMK.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMK berdasarkan rencana operasional Bidang Ketenagaan dan
Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk ke lancaran pelaksanaan
tugas Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMK sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan pembinaan pendidik d an tenaga kependidikan sekolah
menengah kejuruan;

6) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;

7) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolahmenengah kejuruan;

8) Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi;

9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah meneng ah
kejuruan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan SMK dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Ten aga
Pendidik dan Kependidikan SMK sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang d iperintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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21. Kepala Seksi Bi na Kelembagaan, Dekonsentrasi sentrasi dan Tugas

Pembantuan

a. Kepala Seksi Bina Kelembagaan, Dekonsentrasi sentrasi dan Tugas
Pembantuan membantu Kepala Bidang Ketenagaan dan
Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Kelembagaan,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Bina Kelembagaan,  Dekonsentrasi sentrasi dan
Tugas Pembantuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Kelembagaan,
Dekonsentrasi sentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan
rencana operasional Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Seksi Bina Kelembagaan, Dekonsentrasi  dan Tugas
Pembantuan ;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Bina Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai
dengan prosedur da n peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Melaksanakan pembantuan dibidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi fasilitasi melaksanakan ujian nasional
untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan;

6) Melaksanakan fasilitasi akredi tasi pendidikan menengah dan
pendidikan khusus;

7) Melaksanakan fasilitasi pengembangan karier pendidik;

8) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pendirian dan
penutupan sekolah menengah kerja sama;

9) Melaksanakan fasilitasi urusan pembinaan perfilman dan
fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Y ang
Maha Esa,;
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10) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional
dan dunia, dan tugas -tugas pembantuan lainnya.

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai
dengan prosedur dan peraturan vyang Dberlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang d iperintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

22. Kepala Bidang Kebudayaan

a. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring , serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Budaya dan
Permuseuman , Seksi Sejarah dan Tradisi , serta Seksi Kesenian d an
Bahasa .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Kebudayaan berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kebuday aan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
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5) Merencanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum provinsi , pembinaansejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian;

6) Merencanakan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaansejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunita s dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian;

7) Merencanakan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat
pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

8) Merencanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi yang
masyarakat penganutnya lintas daerah ka bupaten/kota dalam
satu provinsi;

9) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan
lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah
kabupaten/kota dalam satu provinsi;

10) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian yang
masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dan sejarah
lokal provinsi;

11) Merencanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan
pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;

12) Merencanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa
cagar budaya ke luar provinsi;

13) Merencanaka n  penyusunan bahan  kebijakan pengelolaan
museum provinsi;

14) Merencanakan penyusunan bahan fasilitasi  di bidang
pengelolaan cagar budaya, pengelolaanmuseum provinsi,
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas
dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

15) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan
cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat, dan pembinaan kesenian;

16) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
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bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

17) Menyusun | aporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

23. Kepala Seksi Cagar Bu daya dan Permuseuman

a. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseumanmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegi atan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Cagar Bu daya dan Permuseuman ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi C agar
Budaya dan Permuseuman sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar

budaya, serta permuseuman;

6) Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar
budaya dan pelestarian cagar budaya;

7) Menyusun bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan , dan
pemanfaatan museum;

8) Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
daerah provinsi;

9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi
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cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Cagar
Budaya dan Permuseuman dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Cagar
Budaya dan Permuseuman sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan
12) Melaksanakan tu gas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

24. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi

a. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sejarah dan
Tradisi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Sejarah dan Tradisi  berdasarkan
rencana operasional Bidang Kebudayaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sejarah dan Tradisi ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sejarah dan Tradisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sejarah dan
Tradisi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak
benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

6) Menyusun bahan pelestarian tradisi dan pembinaan di bidang

sejarah dan tradisi;
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7) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah,
tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan
komunitas dan lembaga adat;

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sejarah
dan Tradisi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sejarah dan
Tradisi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

25. Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa

a. Kepala Seksi Kesenian dan Baha sa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Kesenian dan Bahasa.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Kesenian dan Bahasa berdasarkan
rencana operasional Bidang Kebudayaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesenian dan Bahasa ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesenian dan Bahasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesenian
dan Bahasa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusu n bahan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan pembinaan kesenian;

6) Menyusun bahan pembinaan kesenian;

7) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
kesenian;
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8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kesenian dan Bahasa dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesenian

dan Bahasa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. DINAS KESEHATAN
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu
Gubernur  melalui koordinasi  Sekretaris  Daerah  dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan pada BidangPelayanan Kesehatan,
BidangKesehatan Masyar akat, BidangPencegahan dan Pengendalian
Penyakit , serta BidangSumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Kesehatanmempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijak an pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingku ngan Dinas
Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan
dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan
dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Melaks anakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina ,
dan mengevaluasi penyusunan program d an kegiatan bidang
pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan
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penanggulangan penyakit, dan sumber daya kesehatan dan
kefarmasian;

6) Melaksana kan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;

7) Melaks anakan  penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas
dengan unit kerja terkait;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana ya ng akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupunt ertulis.

2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan

kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan ev aluasi

pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,S ekretaris mempunyai  rincian tugas sebagai berikut

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosed ur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
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5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan adm inistrasi
umum dan kepegawaian, keuangan , serta evaluasi dan
pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan , dan efisiensi tatalaksana
Dinas Kesehatan ;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

9) Menyusun lapora n pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai  an

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris  barang dan aset Dinas Kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana  operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkun gan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berla ku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Kesehatan;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan ase tlingkup Dinas Kesehatan;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Kesehatan;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang a da dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanak an tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifik asi, dan perbendaharaan
Dinas Kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Sub Bagian Keuangan ;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan dat a, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Kesehatan ;
6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas

Kesehatan yang bersumber dari APBD maupun APBN;

7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Kesehatan ;

8) Menyusun laporan keuangan  lingkup Dinas Kesehatan ;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub B agian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  sesuai dengan tugas dan

-239 -



tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesa lahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIMD) lingkup Dinas Kesehatan ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran ka S, program
dan kegiatan lingkup  Dinas Kesehatanyang bersumber dari APBD
maupun APBN ;

7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja , Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Lingk up Dinas Kesehatan ;

8) melaksanakan monitoring , evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Kesehatan ;

9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota serta dari Pemerintah  Provinsi  untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

10) melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Kesehatan ;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang a da dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksa  nakan koordinasi, monitoring , serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerjasama
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Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan :

sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dim aksud pada

huruf a, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan program Kkerja Dinas Kesehatan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efi sien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;
Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan
kesehatan dan kesehatan tradisional , pelayanan kesehatan

rujukan, pembi ayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
Merencanakan  pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan
kesehatan dan kesehatan tradisional , pelayanan kesehatan
rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkung an Bidang
Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan

a. Kepala Seksi K erjasama Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
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pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam

penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi kerjasama Pelayanan Kesehatan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan
berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kerjasama Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di li ngkungan Seksi Kerjasama
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkanbahan program kerjasama pelayanan kesehatan
meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan gigi
dan mulut, kes ehatan tradisional, pelayanan obstetri neonatal
emergency dasar (poned), dan quickwins (pengelolaan kerjasama
antara puskesmas dan sektor kesehatan dalam pelayanan
darah);

6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) yang sesuai dengan standardisasi (akreditasi);

7) Menyiapkan bahan untuk penetapan standardisasi  pelayanan
kesehatan di FKTP baik jenis pelayanan, sarana dan prasarana;

8) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap
kerjas ama pelayanan kesehatan lintas batas di kabupaten/kota
dan lintas provinsi;

9) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelayanan
kesehatan penunjang di tingkat dasar (laboratorium dasar dan
penunjang kesehatan);

10) Menyiapkan bahan kebijakan daerah dalam pelay anan kesehatan
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tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan
nasional;

11) Menyiapkan bahan pengkajian terhadap jenis pelayanan
kesehatan tradisional yang spesifik daerah (lokal spesifik kepada
pemerintah untuk diteliti, dikembangkan dan diterapkan) ;

12) Menyiapkan bahan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional
skala provinsi dan mendayagunakan tenaga kesehatan
tradisional;

13) Menyiapkan bahan registrasi puskesmas dan kerjasama
pelayanan kesehatan dan kegiatan pertolongan pertama pada
kecelakaan/trauma/aru s mudik dan arus balik lebaran/dan
momen tertentu;

14) Menyusun dan melaksanakan bahan pelayanan kesehatan di
klinik pemerintah provinsi;

15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kerjasama
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

a.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang  Pelayanan Kesehatan dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Rujukan berdasarkan
rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab masi ng-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesehatan Rujukan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa ha sil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan
Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan
kesehatan rujukan;

6) Menyiapkan bahan koordinasi dan mengendalikan program
pelayanan kesehatan rujukan;

7) Menyiapkan bahan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana
kesehatan rujukan;

8) Menyiapkan bahanpenanganan rujukan lintas batas;

9) Menyiapkan bahan rekomendasi dan perizinan Rumah Sakit
Umum Pemerint ah, Rumah Sakit Swasta setara ti pe B, dan
Laboratorium kesehatan;

10) Melaksanakan penyiapan bahan registrasi, mutu dan akreditasi
serta sertifikasi fasilitas kesehatan tingkat lanjut;

11) Menyiapkan bahan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan
tersier;

12) Menyiapkan bahan bimbingan da n pengendalian upaya
kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan
kepulauan;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan p impinan
baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
a. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan dalam penyusunan bahan perumusan Kkebijakan,
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melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi

pelaksanaan program dan keg iatan pada Seksi Pembiayaan dan

Jaminan Kesehatan Masyarakat.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

1) Merencanakan kegiatan seksi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang
Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas s eksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriks a hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan  provincial health account (pembiayaan
kesehatan tingkat Provinsi);

6) Menyusu nbahan kajian dalamp engembangan sistem pembiayaan
kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat terutama
masyarakat miskin;

7) Menyusun bahan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas
program terkait sistem pembiayaan kesehatan dan jaminan
kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin;

8) Menyusun bahan pemetaan kepesertaan jaminan kesehatan
tingkat Provinsi;

9) Menyusun bahan dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan
masyarakat miskin;

10) Menyusun bahan pembinaan, pengawasan , dan pengendalian
pelaksanaan jaminan kesehatan dan kebijakan pembiayaan
kesehatan lainnya;

11) Menyusun bahan a dvokasi, sosialisasi , dan peningkatan kapasitas
pelaku pada sistem pembiayaan kesehatan dan jaminan
kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan cara
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mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok

membantu  Kepala Dinas Kesehatan dalam  merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring :
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
serta Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan
Olahraga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang

serta

KesehatanMasyarakat berdasarkan  program kerja Dinas

Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan
peraturan  dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yan
diharapkan;

5) Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan

g

gizi,

promosi dan pemberdayaan  masyarakat, serta Kk esehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
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6) Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi
dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga ;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanaka n
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan
Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebag ai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan

9) Melaksanaka n tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi m empunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan Masyarakat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung ja wab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan terti b dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan pedoman teknis pelayanan kesehatan Ibu,
neonatus, bayi, balita, r emaja dan usia lanjutdan  gizi;

6) Menyiapkan bahan pembinaan, supervisi, dan monitoring

kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
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7) Menyiapkan bahan kebijakan teknis kegiatan pendukung
akselarasi penurunan angka kematian ibu dan bayi serta
Surveilans Gizi dan pena nggulangan gizi;

8) Menyiapkan bahan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan keluarga dan Gizi serta Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

9) Menyiapkan bahan fasilitasi teknis, sarana dan prasarana
kesehatan keluarga, pelayanan keluarga berencana serta
Penyiapan Bahan standardisasi dan mutu Kesehatan Gizi
Masyarakat;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan pelak sanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan
Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat.

6) Menyiapka n bahan koordinasi, pengawasan , dan evaluasi
pengembangan serta sosialisasi penyelenggaraan Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat;

7) Menyiapkan bahan kegiatan Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat;

8) Menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat;

9) Menyiapkan bahan pembinaan Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat;

10) Menyiapkan bahan advokasi bidang kesehatan;

11) Menyiapkan bahan kemitraan bidang kesehatan (organisasi
masyarakat, LSM, media massa, organisasi profesi, institusi
pendidika n kesehatan) ;

12) Menyiapkan bahan upaya kesehatan berbasis masyarakat
(UKBM);

13) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan,
bimbingan, penyuluhan, kampanye kesehatan : serta
penyebarluasan informasi kesehatan.

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan
Olahraga

a. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan

Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
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Kesehatan Masyarakat dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah raga.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Kesehatan Ola hraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
kerja dan Kesehatan Olah raga berdasarkan rencana operasional
Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada baw ahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan
Kesehatan Olah raga;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah
Raga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah raga sesuai
dengan prosedur d an peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan Kesehatan
Lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;

6) Menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan evaluasi
pengembangan serta sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan
Lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga ;

7) Menyiapkan bahan kegiatan Kesehatan Lingkungan, kesehatan
kerja, dan kesehatan olahraga;

8) Menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana Kesehatan
Lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;

9) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesehatan
lingkungan, sarana kesehatan lingkungan permukiman, dan
tempat -tempat umum.

10) Menyiapkan bahan pengawasan penyehatan air, udara, tanah dan
hygiene sanitasi pangan;

11) Menyiapkan bahan pengawasan pengamanan limbah pada
permukiman, tempat -tempat umum dan fasilitas kesehatan;

12) Menyiapkan bahan analis is dampak kesehatan lingkungan;
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13) Menyiapkan bahan advokasi bidang kesehatan kerja dan olah
raga,;

14) Menyiapkan bahan surveilans kesehatan kerja, kapasitas kerja
pekerja dan Institusi, pengendalian lingkungan kerja dan
perlindungan ergonomic, serta kesehatan olah raga masyarakat.

15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah raga
dengan cara mengidenti fikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah raga sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Kepala B idang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring  serta  pengendalian  pelaksanaan program dan
kegiatanSeksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
Pencegahan, Pengendal ian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa serta Seksi  Surveilans , Imunisasi dan Krisis Kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakitmempunyai rincian tugas sebagai beriku t:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program
kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan  Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
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4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan p enyelenggaraan sistem kewaspadaan dini
terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi
menimbulkan Kejadian Luar Biasa/ Wabah dan bencana;

6) Merencanakan p emantauan, pembinaan dan pengendalian
program Pencegahan dan pengendalian Penyakit
Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan X

7) Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas
sektor, dan lembaga lain dalam  Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa,
Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengend alian Penyakit dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

a. Kepala Seksi P encegahan dan Pengendalian Pe nyakit Menular
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakitdalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan p  embinaan, pengawasan, koordinasi  , serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi P encegahan
dan Pengendalian Pe nyakit Menular .

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi P encegahan dan Pengendalian Pe nyakit
Menular mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular berdasarkan rencana operasional Bidang
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Pencegahan dan Pengendalian Penyakitsebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalaha n;

5) Menyiapkan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian
penyakit menular langsung;

6) Menyiapkan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian
Penyakit Bersumber Binatang ( Tular Vektor );

7) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pencegahan dan
pengend alian  penyakit menular langsung dan Penyakit
Bersumber Binatang ( Tular Vektor );

8) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan
Penyakit Bersumber Binatang ( Tular Vektor );

9) Melaksanakan bimbingan  teknis dan supervisi dalam pencegahan
dan pengendalian penyakit menular langsung, Penyakit
Bersumber Binatang ( Tular Vektor );

10) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dalam pencegahan dan pengend alian penyakit menular langsung
dan Penyakit Bersumber Binatang ( Tular Vektor );

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaa n kinerja di lingkungan Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik li san maupun tertulis.
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16. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

a. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwamempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Pe nyakitdalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai rincian tugassebagai
berikut:

1) Merencanakan kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan
rencana operasional Bidang Pencegahan dan pengendalian
Penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas seksi Pencegahan dan Pengend alian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan te rtib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa dan
penanggulanganpenyalahgunaan NAPZA;

6) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam
pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular serta
Masalah Kesehatan Jiwa dan penangg ulanganpenyalahgunaan
NAPZA;

7) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular
serta Masalah Kesehatan Jiwa dan

penanggulanganpenyalahgunaan NAPZA;
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8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di i ngkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan  Seksi
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

17. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan
a. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatanmempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakitdalam  penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Surveilans, Imunisasi

dan Krisis Kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Keseha tan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis
Kesehatan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakitsebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan sesuai dengan tuga s

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan program surveilans, imunisasi,
kesehatan haji dan krisis kesehatan;

6) Menyiapkan bahan pelaksanaan programKrisis Kesehatan
(Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana) ;
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7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Surveilans, Imun isasi dan Krisis Kesehatan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan y ang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring  serta  pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatanSeksi Sumber Daya Manus ia Kesehatan, Seksi Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan , serta Seksi Kefarmasian dan Pangan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program Kkerja
Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Day a Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmas ian
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur ya ng berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan pengendalian program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik
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dan perbeka lan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan
pangan;

6) Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya
masyarakat dan pihak swasta program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan
perbeka lan kesehatan serta pengawasan kefarmas ian dan
pangan;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan k inerja di masa yang akan datang; dan

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja;

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dib erikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehata n mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya
ManusiaKesehatan berdasarkan rencana operasional Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Sumber Daya ManusiaKesehatan sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar p ekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber
Daya ManusiaKesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakanSumber Daya Mutu
Manusia Kesehatan;

6) Menyiapkan bahanperencanaan , pendayagunaan, pengembangan
Sumber dan distribusi sumber daya Mutu Manusia Kesehatan;

7) Menyiapkan bahan penerbitan registrasi tenaga kesehatan;

8) Menyiapkan bahan pemantauan/ pengawasan, evaluasi, dan
pelaporan di b idang perencanaan dan pendayagunaan sumber
daya manusia kesehatan;

9) Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dankeahlian tenaga
kesehatan;

10) Menyiapkan bahan pembinaan  organisasi  profesi  bidang
kesehatan;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Se ksi Sumber
Daya Manusia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sumber
Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akunta bilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

20. Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

a. Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian  sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan program penyediaan Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan;

6) Menyiapkan bahan  koordinasi standardisasi Obat Publik dan
Perbekala nKesehatan pada Fasilitas Pelayanan Primer dan
Rujukan;

7) Menyiapkan bahan pengelolaan obat buffer stock , dan obat
program bidang kesehatan;

8) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
dibidang manajemen dan klinikal ~ farmasi, analisis
farmakoekonomi, seleksi obat , dan penggunaan obat rasional,

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

21. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan
a. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasa n, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Seksi Kefarmasian dan Pangan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
padahuruf a, Kepala Seksi kefarmasian dan pangan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Pangan
berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaks anaan
tugas Seksi Kefarmasian dan Pangan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kefarmasian dan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di i ngkungan Seksi Kefarmasian
dan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahanpelaksanaan program kefarmasian dan
fasilitasi rekomendasi teknis kefarmasian;

6) Menyiapkan bahan pembinaan,  pengendalian dan Produksi,
Distribusi, Alat Kesehatan, Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga dan Pangan;

7) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pengawasan pangan
lintas Kabupaten/ Kota;

8) Menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi
pengawasan panganlintas Kabupaten/ Kota;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan  Seksi
Kefarmasian d an Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di lingkungan  Seksi
Kefarmasian dan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangmempunyai
tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris
Daerah  dalam menyelenggarakan  perumusan, penetapan,
pengoordina sian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program
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dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Bina

Marga, Bidang Penataan Ruang, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang

Pengelolaan Jaringan Sumbe r Daya Air , dan Bidang Pengelolaan

Jaringan Pemanfaatan Air.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang berdasarkan rencana strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan program
yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana,;

Membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;

Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;

Merumuskan p engelolaan Sumber Daya Alam dan bangunan
pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah
kabupaten/kota;

Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha
dan daerah irigasi lintas Daerah ka bupaten/kota serta Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten/kota;
Mengembangkan dan mengelola sistem persampahan regional
dan sistem air limbah domestik regional;

Mengembangkan dan mengelola sistem drainase yang terhubung
langsung dengan sungailintas daerah kabupaten/kota;
Merumuskan Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di
kawasan strategis Daerah provinsi;
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10) Merumuskan Penyelenggaraan jalan provinsi, pelatihan tenaga
ahli konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan
Daerah provinsi dan penataan ruang Daerah provinsi;

11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;

12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasa n lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan

perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,

monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan

dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, S ekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Mendistribusikan tugas ke pada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan pera turan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapka n;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
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6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawah an di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesua I dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris ba rang dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksan akan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu d pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Kkegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional
Sekretariat sebagai pedoman pela ksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai
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dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan pe raturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana ang garan kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ;
7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari

APBD maupun APBN;

8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan
kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan
Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Peker jaan
Umum dan Penataan Ruang ;

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi  untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelap oran dan Keuangan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang be rlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
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15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Bina Marga
a. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan,

Seksi Pembangunan Jalan dan Jemba  tan, serta Seksi Penatagunaan

Preservasi Jalan dan Jembatan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Marga
berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Bina Marga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan a gar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Bina Marga sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina
Marga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pembangunan jalan dan jembata n meliputi pemeliharaan,
preservasi, peningkatan dan pembangunan jalan dan Jembatan;

6) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan
dan pengendalian teknis pembangunan jalan dan jembatan
meliputi pemeliharaan, preservasi, peningkatan dan
pembangunan jalan dan Jembatan;

7) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi : dan
simpl ifikasi dalam pelaksanaan tugas;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Bina Marga dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
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bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai
dengan tugas yang te lah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan
Jembatanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina
Marga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencana an dan
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan
dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana operasional
Bidang Bina Marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Peren canaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan
Jembatan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan; c

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi
perencanaan, Evalu asi dan Pengawasan jalan dan jembatan;

6) Menyusun desain teknis jalan dan jembatan;

7) Melaksanakan program dan kegiatan perencanaan, Evaluasi dan
Pengawasan jalan dan jembatan;
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8) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan, Evaluasi
dan Pengawasan jalan dan jembatan;

9) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, Evaluasi
dan Pengawasan jalan dan jembatan;

10) Melaksanakan inventarisasi data leger jalan;

11) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis leger jalan;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

13) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

a. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pembanguna n Jalan dan Jembatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
berdasarkan rencana  operasional Bidang Bina Marga sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur da n
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

-268 -



5) Menginventarisasi data pembangunan jalan dan jembatan;

6) Menyusun bahan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;

7) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan;

8) Melaksanakan koordinas i dan pembinaan pembangunan jalan
dan jembatan;

9) Menyusun rencana pengadaan lahan untuk pembangunan jalan
dan jembatan;

10) Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan
jembatan;

11) Menyerahkan laporan hasil pengadaan lahan;

12) Melaksanakan pengendalian d an evaluasi pembangunan jalan
dan jembatan serta pengadaan lahan;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

14) Melapork an  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan

a. Kepala Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan
dan Jembatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jemba tan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan
dan Jembatan berdasarkan rencana operasional Bidang Bina
Marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan.
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Preservasi Jalan da n Jembatan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku aga r terhindar dari
kesalahan;

5) Menginventarisasi data preservasi jalan dan jembatan;

6) Menyusun kebijakan preservasi jalan dan jembatan;

7) Melaksanakan program dan kegiatan preservasi jalan dan
jembatan;

8) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan preservasi jalan dan
jembatan;

9) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi preservasi jalan dan

jembatan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja d i masa mendatang;

11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lai n yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Bidang Penataan Ruang

a. Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, Seksi Penataan
Pemanfaatan Ruang , Serta Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaima na dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penataan
Ruang berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebag ai pedoman
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Penataan Ruang sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan Ruang secara berkala sesuai de ngan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan ruang
meliputi pengaturan, pembinaan, penataan, pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Merenca nakankebijakan teknis penataan ruang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
Melaksanakan  koordinasi, integrasi,  sinkronisasi : dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

Melaksanakan pengaturan dan pembinaan penataan ruang,
perencanaan dan penataan ruang serta pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan Ruang dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimp inan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

a. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang
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dalam penyusunan bahan perumu san kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada seksi Pengaturan dan Pembinaan

Penataan Ruang.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a,Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Kkegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan
Penataan Ruang berdasarkan rencana operasional Bidang
Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan se suai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan
dan Pembinaan Penataan Ruang sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menginventarisasi data pengaturan dan pembinaan, kawasan
dan wilayah;

6) Menyusun bahan kebijakan pengaturan dan pembinaan,
kawasan dan wilayah;

7) Melaksanakan program dan kegiatan pengaturan dan
pembinaan, kawasan dan wilayah;

8) Melaksanakan pembinaan penataan ruang kepada Pemerintah
Kabupaten/ Kota;

9) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi teknis terkait
permohonan izin pemanfaatan ruang;

10) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan
penataan dan pemanfaatan ruang;

11) Melaksanakan penyiapan bahan penata an dan pemanfaatan
kawasan strategis  Provinsi, kawasan tertentu dan kawasan
ruang;

12) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
penataan dan pemanfaatan ruang;

13) Menyiapkan bahan pembinaan teknis bahan penataan dan
pemanfaatan ruang;

-272 -



14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaturan
dan Pembinaan Penataan Ruang sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Penataan Peman faatan Ruang

a. Kepala Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pad a seksi Penataan Pemanfaatan Ruang.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan Ruang
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang ;

3) Membimbing pela ksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penataan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan
Pemanfaatan Ruang sesuai denga n prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menginventarisasi data dan informasi penataan dan pemanfaatan
ruang ;

6) Menyusun kebijakan teknis penataan dan pemanfaatan ruang;

7) Melaksanakan program dan kegiatan penataan ruang, kawasan

dan wilayah;
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8) Menyusun perencanaan penataan pemanfaatan ruang, kawasan
dan wilayah;

9) Menyusun rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
dan perencanaan lintas kabupaten/kota;

10) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi perencanaan dan
penataan pemanfaatan ruang;

11) Menyiapkan bahan penataan dan pemanfaatan kawasan strategis
provinsi;

12) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis penataan dan
pemanfaatan ruang serta pembinaan teknis bahan penataan dan
pemanfaatan ruang;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penataan Pemanfaatan Ruang dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaa  tan Ruang

a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiat an Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana operasional Bidang
Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan

-274 -



tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan program dan kegiatan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan  ruang;

6) Menginventarisasi data dan informasi pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

7) Menyusun bahan pertimbangan dan rekomendasi teknis serta
pedoman dan Kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang;

8) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

9) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang;

10) menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan
ruang;

11) Menyusun kebijakan teknis pemberian insentif dan disinsentif
pemanfaatan ruang;

12) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis  Provinsi;

13) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis revitalisasi
kawasan;

14) Menyiapkan bahan pembinaan teknis revitalisasi kawasan;

15) Melaksanakan kegiatan refungsionalisas i lingkungan;
16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis

13. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
a. Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
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monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi, Seksi Pemberdayaan Jasa

Konstruksi , serta Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas

sebagai beri kut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Jasa
Konstruksi berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Jasa
Konstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;

5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;

6) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengaturan
pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi yang telah
ditetapkan;

7) Merencanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan
jasa konstruksi  dalam wilayah provinsi;

8) Mengoordinasikan pelaksanaanpengawasan tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi;

9) Melaksanakan  pengoordinasian dengan  asosiasi  dalam
pengawasan jasa konstruksi daerah;

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Jasa Ko nstruksi dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang
telah dilaks anakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja; dan
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12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

a. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada

seksi pengaturan jasa kontruksi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

berdasarkan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Seksi

Pengaturan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas da n tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan

Jasa Konstruksi  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pengaturan Jasa
Kontruksi;

6) Menyusun bahan kebijakan perencanaan, Evaluasi dan
pengaturan Jasa Kontruksi;

7) Menyusun bahan rumusan kebijakan pengaturan Jasa
Kontruksi;

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sek
Pengaturan Jasa Konstruksi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaturan

Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
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berlaku s ebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada seksi pemberdayaan jasa konstruksi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
berdasarkan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi sebagai
pedoman pelaksanaa n tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyus un dan menganalisa data pengembangan usaha jasa
konstruksi;

6) Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis pengembangan usaha
konstruksi;

7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait
sehubungan dengan penerbitan SBU, SKTK dan SKA;

8) Melaksanakan pemberdayaan bagi pengguna jasa penyedia jasa
dan masyarakat jasa konstruksi;

9) Melaksanakan fasilitasi Tim Pembina Jasa Konstruksi dan forum
masyarakat jasa konstruksi Provinsi Banten;

10) Melaksanakan fasilitasi dan mendorong kinerja fungsi LPJKD;
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11) Melaksanakan  penyelenggaraan dan mengembangkan sistem
data base, sipjaki dan informasi di bidang jasa konstruksi;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Jasa Konstruksi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan k inerja di masa
mendatang;

13) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Pemberdayaan Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

a. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
seksi pengawasan jasa konstruksi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai
rincian tugas seba gai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
berdasarkan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Jasa Konstruksi  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

6) Melaksanakan pengawasan tertib penyelenggaraan k onstruksi;

7) Menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis
pengawasan penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IJUJK) dan
(IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati / Walikota;

8) Melaksanakan pengawasan tertib penyelenggaraan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) dala m pembinaan jasa konstruksi;
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9) Melaksanakan fasilitasi pengadaan jasa konstruksi;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengawasan Jasa Konstruksi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Jasa Konstruksi  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

17. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air

a. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai
tugas pokok membantu Kepa Ila Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan  koordinasi, monitoring  serta  pengendalian
pelaksanaan program dan KkegiatanSeksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis PJSA, Seksi Pelaksanaan PJSA serta Seksi
Penatagunaan Sumber Daya Air.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Jaringan Sumber Daya Air berdasarkan program kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air  sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berla ku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air  secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharap  kan;
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5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional
bidang sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai,dan
penanggulangan bencana,;

6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sungai,
situ, danau, waduk, rawa, pantai,dan penanggulangan bencana;

7) Merencanakan kegiatan pendayagunaan sungai, situ, danau,
waduk, rawa, pantai,dan penanggulangan bencana,;

8) Merencanakan pengendalian teknis kegiatan, pendayagunaan
sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai, dan penganggulangan
bencana;

9) Merencanakan rencana k ebutuhan penanggulangan bencana;

10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

11) Merencanakan  penyelenggaraan  bantuan  teknis  untuk
Kabupaten/ Kota;

12) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang PJSA;

13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja dimasay ang akan datang;

14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan
Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja;

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan b aik lisan maupun tertulis.

18. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PIJSA

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber
Daya Air dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis PJSA.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pen gawasan Teknis PJSA

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis PJSA berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas ke pada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA  sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis PJSA  sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknisPengelolaan
Jaringan Sumber Daya Air;

6) Menyiapkan bahan rumusan implemetasi kebijakan teknis;

7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan
pengendalian Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air;

8) Melaksanaka n perencanaan dan pengendalian pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan jaringan sumber daya
air;

9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan
dan pengendalian Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air;

10) Melaksanakan bantuan teknis per encanaan dan pengendalian
untuk Kabupaten/ Kota;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksa naan kinerja di lingkungan  Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik li  san maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA
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a. Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan PJSA.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelaksanaan PJSA berdasarkan
rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya
Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelaksanaan PJSA ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJSA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan
PJSA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
berkala sungai, situ, danau, waduk dan pantai;

6) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan  teknis  untuk
kabupaten/kota;

7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJSA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJSA sesuai dengan prosedur dan  peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

20. Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air
a. Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya

Air dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
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pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan S umber Daya Air.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai

rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan
Sumber Daya Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air

3) Membimbing pelaksanaan t ugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan pros edur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan administrasi
perizinan penggunaan dan pengusahaan pemanfaatan sumber
daya air;

6) Menyusun bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan
non perizinan di bidang sumber daya air;

7) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan perencaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan,
pemanfaaatan hidrologi dan lingkungan sumber daya a ir;

8) Melaksanakan penguijian kualitas air (data hidrologi);

9) Melaksanakan analisis peraturan perundang -undangan bidang
sumber daya air;

10) melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan
lahan bidang PJSA;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkunga n  Seksi
Penatagunaan Sumber Daya Air dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan
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peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

21. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
a. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Peman  faatan Air mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring  serta  pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis PJPA, Seksi Pelaksanaan PJPA,

Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Jaringan Pemanfaatan Air berdasarkan program kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lin gkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air  sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air secara berkala sesuai
dengan per aturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang pengelolaan, pengendalian pembangunan dan rehabilitasi,
pengembangan irigasi dan air baku, dan kelembagaan;

6) Merencanakan penyelenggaraan  pembinaan, pengelolaan,
pengendalian pembangunan dan rehabilitasi, pengembangan
irigasi dan air baku dan kelembagaan;
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7) merencanakan bahan pengendalian teknis program pengelolaan,
pengendalian pembangunan dan rehabilitasi, pengemb angan
irigasi dan air baku dan kelembagaan;

8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis pembangunan dan rehabilitasi,
pengembangan irigasi dan air baku, dan kelembagaan;

9) Merencanakan bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaa n
sistem irigasi dan air baku;

10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;

11) Merencanakan  penyelenggaraan  bantuan  teknis  untuk
kabupaten/kota;

12) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang PJPA;

13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan  Jaringan  Pemanfaatan  Air dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan
Jaringan Pemanfaatan Air sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan b aik lisan maupun tertulis.

22. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan :
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis PJPA.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA
mempunyai rincian tugassebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis PJPA berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawa han sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA  sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis PJPA  sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksana kan pengolahan data perencanaan teknis Pengelolaan
Jaringan Pemanfaatan Air;

6) Menyiapkan bahan rumusan implemetasi kebijakan teknis;

7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan
pengendalian Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air;

8) melaksanakan pere ncanaan dan pengendalian pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan jaringan pemanfaatan
air;

9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
perencanaan dan pengendalian Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air;

10) Melaksanakan bantuan tekn is perencanaan dan pengendalian
untuk kabupaten/kota;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan p elaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

23. Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA
a. Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air dalam

penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
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pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan PJPA.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Pelaksanaan PJPA berdasarkan
rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan
Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelaksa naan PJPA ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan
PJPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pemutakhiran data jaringan irigasi dan air baku;

6) Melaksanakan pengolahan data pembangunan dan rehabiltasi
jaringan irigasi dan air baku;

7) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan,
dan rehabilitasi jaringan irigasi dan air baku;

8) Melaksanakan pembinaan pengelolaan pembangunan, dan
rehabilitasi jaringan irigasi dan air baku;

9) Melaksanakan pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi dan air bak  u;

10) Melaksanakan inventarisasi pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi dan air baku;

11) Melaksanakan  penyelenggaraan  bantuan  teknis  untuk
kabupaten/kota;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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24. Kepala Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air

a. Kepala Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan
Air dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Se ksi Penatagunaan Pemanfaatan Air mempunyai
rincian tugassebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan  Pemanfaatan Air  sesuai dengan tugas dan
tanggun g jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Pemanfaatan Air sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebij akan teknis Pengembangan
Irigasi;

6) Melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan, inventarisasi, data
Pengembangan Irigasi dan air baku;

7) Melaksanakan fasilitasi koordinasi antar sektor dalam
penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan jaringan
pemanfaatan air;

8) Melaksanakan fasilitasi identifikasi kebutuhan produk regulasi
pengelolaan sumber daya air dari para pemangku kepentingan;

9) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembentukan,
pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelolaan dan wadah
koordinasi bidang iriga  si;

10) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana
penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan
pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan
peralatan, dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat
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akibat bencana serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan
pemeliharaan sumber daya air;

11) Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam
bidang pelaksanaan operasidan pemeliharaan;

12) Melaksanakan analisis peraturan perundang -undangan bidang
irigasi dan air  baku;

13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan
lahan bidang PJPA;

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penatagunaan dan Pemanfaatan Air dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

15) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Penatagunaan dan Pemanfaatan Air sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diper intahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PE RMUKIMAN
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi
Sekretaris Daerah dalam  menyelenggarakan perumusan, penetapan,
pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program
dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang
perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang
infrastruktur permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis dinas
perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar
target kerja tercapai sesuai rencana;
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3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala a gar diperoleh
kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelanca ran
pelaksanaan tugas;

5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan
kegiatan dinas;

6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan
unit kerja terkait;

7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, ev  aluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan dinas;

8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang ;

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
kegiatan yang telah dil aksanakan sebagai akuntabilitas kinerja
dinas perumahan dan kawasan permukiman ; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
perumusan rencana program dan Kkegiatan, mengoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada
huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksana an tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingku ngan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk men  capai target kinerja yang diharapkan;
Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
Merencanakan bahan rumusan rancangan Kkebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pe rmukiman;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebag ai bentuk

akuntabilitas kinerja  ; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umu m dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan

administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian ,

pengelolaan inventaris barang dan as et dinas.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan re ncana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

6) Melaksanakankegiatankearsipandanpengelolaankepustakaan;

7) Melaks anakanpenyusunanrencanakebutuhanbarangdanpengelola
anbarang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan :

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan  pelaksanaan  kinerja  di  lingkungan Sub
BagianUmumdanKepegawaian sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, PelaporandanKeua ngan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa da
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Kkegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional
Sekretariat sebagai pedoman pelaksan  aan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub BagianProgram, Evaluasi, PelaporandanKeuangan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
BagianProgram, Evaluasi, PelaporandanKeuangan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan perat uran yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman ;

7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber
dari APBD maupun APBN;
8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan

lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;

9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan
kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan
Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernu r lingkup Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman X

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman ;

11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah

pusat untuk P emerintah Provinsi dan Pemerintah
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Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah  Provinsi  untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkun gan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Perumahan

a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi
Penyediaan dan Pembangunan  Perumahan, serta  Seksi
Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perumahanmempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan
berdasarkan program kerja Dinas Permahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaa n tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
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4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang ber laku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , penyelenggaraan penyediaan perumahan umum
dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan
perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
umum;

6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian
penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial,
rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan
pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;

7) Merencanakan penyeleng garaan  bantuan teknis  untuk
kabupaten/kota;

8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan  bidang
perumahan, bidang kawasan permukiman , dan bidang
infrastruktur permukiman;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perumahan dengan cara memband ingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan seca ra berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Perumah an.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Perumahan  berdasarkan ren cana operasional Bidang
Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan ;

3) Membimbing pelaksan aan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan
teknispenyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan
komersial, rumah susun dan rumah khusus;

6) Menyiapka n bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;

7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan
pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan
umum dan komersial, rumah susun , dan rumah khusus;

8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis
penyele nggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial,
rumah susun dan rumah khusus;

9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan,
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan
umum dan komersial, rumah susun , dan rumah khusus;

10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan
untuk kabupaten/kota;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
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a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan
perumahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan PembangunanPerumahan
mempunyai rincian tugassebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan
Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tu gas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang di  berikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan
dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pemutakhiran data penyel enggaraan penyediaan
perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah
khusus;

6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan
teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan
komersial, rumah susun dan rumah khusus;

7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan
komersial, rumah susun dan rumah khusus;

8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum
dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;

9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
umum sebagai stimulan di peru mahan umum dan komersial,
rumah susun dan rumah khusus;

10) Melaksanakan  penyelenggaraan  bantuan  teknis  untuk

kabupaten/kota;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara
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mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan
dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan

a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan
Pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi  Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan
Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem
pembiayaan perumahan;

6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan
bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendabh;
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7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantua n pembiayaan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

8) Menyusun norma, standar, prosedur , dan kriteria di bidang
pembiayaan perumahan;

9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembiayaan perumahan;

10) Menyiapkan strategi pembiay aan dan analisis pasar perumahan;

11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang
pembiayaan perumahan;

12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program
dan administrasi kerja sama dan kemitraan;

13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaa n pembebasan
lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan
bidang infrastruktur permukiman;

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perb aikan

kinerja di masa mendatang;

15) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dalam  merencanakan  perumusan  kebijakan,
melaksanakan  koordinasi, = monitoring , serta  pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan S  eksi Perencanaan dan
Pengawasan T eknis Kawasan Permukiman, Seksi  Penanganan
Kawasan Permukiman, serta Seksi  Penatagunaan Kawasan
Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan

Permukiman  berdasarkan program kerja Dina s Perumahan
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Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksa naan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kawasan Permukiman  secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan
kawasan permukiman kumubh;

6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah
swadaya dan penanganan kawasan kumuh;

7) Merencanakanpembinaan, pengembangan dan pelaksanaan
penyelen ggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan
kawasan permukiman kumubh;

8) Merencanakan penyelenggaraan  bantuan  teknis  untuk
kabupaten/kota;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara
ren cana operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan
Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berka la sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan

Permukiman
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a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan
Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Kawasan Permukimandalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Tek nis Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan
Permukiman mempunyai rincian tugassebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Kawasan Permukiman  berdasarkan rencana operasional
Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan
Permukiman ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja  bawahan di lingkungan  Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan Kriteria
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokas I bencana dan
penanggulangan kawasan permukiman kumuh;

6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya
dan rumah tidak layak huni;

7) Menyiapkanbahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan
rumah tidak layak huni;

8) Menyiapkanfasilitasi pemberdaya an masyarakat hasil pendataan
backlog;

9) Menyiapkanbahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan
dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumubh;

10) Menyiapkanbahan rumusan implementasi kebi jakan teknis;
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11) Melaksanakan  penyelenggaraan  bantuan  teknis  untuk
kabupaten/kota;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

13) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam
penyusu nan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan
Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penangana n Kawasan Permukiman
mempunyai rincian tugassebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Penanganan Kawasan Permukiman
berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan t ugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan
Kawasan Permukiman  sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan da ta penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan
stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumubh;
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6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan
stimulant di bidang penyelenggaraan ba ntuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;

7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;

8) Melaksanakan  penyelenggaraan  bantuan  teknis  untuk
kabupaten /kota,

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan
Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman
a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukimandalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta eval uasi pelaksanaan
program dan Kkegiatan pada Seksi  Penatagunaan Kawasan
Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan  kegiatan Seksi  Penatagunaan  Kawasan
Permukiman berdasarkan  rencana  operasional Bidang
Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penataguna an Kawasan Permukiman

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pengendalianpenyelenggaraan bantuan rumah
swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan
permukiman kumubh;

6) Melaksanakan p enyusunan norma, standar, prosedur , dan
kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;

7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang kawasan permukiman;

8) Mengevaluasi pe laksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman
a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok
membantu  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman dalam  merencanakan  perumusan  kebijakan,
melaksanakan  koordinasi,  monitoring , serta  pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seks i Perencanaan dan

Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air

Minum, serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai

rincia n tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas k  epada bawahan di lingkungan Bidang

Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan  Bidang In frastruktur Permukiman sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Infrastruktur  Permukiman secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prose dur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional
bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan
bangunan dan pengembangan permukiman;

merencanakan  penyelenggaraan  pembinaan, penge lolaan,
penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan
pengembangan permukiman;

merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program
pengelolaan, pengembangan pemukiman, penyehatan
lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;

merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian  teknis  programpengembangan  pemukiman,
penyehatan lingkungan, air bersih , dan penataan bangunan;
merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan
permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan
bangunan;

merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat
Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan instansi vertikal;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur
Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis

InfrastrukturPermukiman
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a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur
Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan

Teknis  Infrastruktur ~ Permukiman berdasarkan  rencana
operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur
Permukiman ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknisbidang
infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;

6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;

7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan
pengendalian bidang infrastruktur permukiman;

8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian , dan evaluasi
pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan
bangunan gedung;

9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
perencanaan dan pengendalian infrastr uktur permukiman dan
penataan bangunan gedung;

10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan
untuk kabupaten/kota;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman
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dengan cara mengide ntifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabili tas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi PLP dan Air Minum

a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi
PLP dan air minum.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian
tugassebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan  Seksi PLP dan Air Minum  berdasarkan
rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi PLP dan Air Minum

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air
Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan peny ehatan
lingkungan;

6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan
kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidangair
minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan
kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;

7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan
lingkungan;

8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan
penyehatan lingkungan;

9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan
penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air
skala provinsi;
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10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan
sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di
kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas
kabupaten/kota;

11) Melaksanakan penyelenggaraanbantuan teknis untuk
kabupaten/ kota;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan
Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air
Minum sesuai denga n prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan seksi Penataa  n Bangunan dan Lingkungan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
mempunyai rincian tugassebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan
Lingkungan berdasarkan ren cana  operasional Bidang
Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan ;

3) Membimbing pelak sanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan
Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan

lingkungan;
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6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi
penataan tata bangunan dan lingkungan;

7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun
dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;

8) Melaksanakan  penyelenggaraan  bangunan gedung dan
lingkungan serta rumah Negara,

9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;

10) melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangk at
Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pel aksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan
Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

E. DINAS SOSIAL
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Gubernur
melalui  koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan
perumusan, penetapan, pengoordinasian , dan pengendalian
pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan padaBidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial , serta Bid ang
Penanganan Fakir Miskin.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Sosial mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Sosial
berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana,
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3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Sosial d engan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Sosial sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berl aku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
dinas;

6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan
unit kerja terkait;

7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian , dan
evalu asi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;

8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi,integrasi, sinkronisasi , dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Sosial dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan data

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja  Dinas Sosial; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial
dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administ rasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,S ekretaris mempunyai  rincian tugas sebagai berikut
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja  Dinas Sosial serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
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ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelengg araan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan , dan efisiensi tatalaksana
dinas;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang tel ah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebag ai bentuk
akuntabilitas kinerja  ; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
administrasi surat menyurat, kear sipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Sosial.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Sosial;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Sosial,

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen k epegawaian lingkup
Dinas Sosial,

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pela ksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupunte rtulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Sosial.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
dib erikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja dinas;

6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Sosial
yang bersumber dari APBD maupun APBN;

7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Sosial;

8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Sosial;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lin gkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabi litas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub B agian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesu ai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusu nan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) lingkup Dinas Sosial ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Sosial yang bersumber dari APBD
maupun APBN ;

7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja , Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Lingkup Dinas Sosial;

8) Melaksanakan monitoring , evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Sosial;

9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota serta dari Pemerintah  Provinsi untuk
Pemerintah Kabupa ten/Kota;

10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Sosial;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mend atang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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6. Kepala Bida ng Rehabilitasi Sosial

a. Kepala Bidang Rehabilitas i Sosial mempunyai tugas pokok
membantu kepala Dinas Sosial dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring , serta pengen dalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ,
serta Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, PenyalahgunaanNapza dan
Korban Perdagangan Orang.

b. Untuk melaksanakan tugas poko k sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Rehabilitas i Sosial mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Rehabilitasi
Sosial berdasarkan program kerja Dinas Sosial serta petunjuk
pimpinan sebagai pedom an pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial ~ sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Rehabilitasi Sosial secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitas [
sosial penyan dang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial :
penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang;

6) Merencanakan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitas I sosial
penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sos ial, penyalahgunaan
napza dan korban perdagangan orang;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,
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rehabilitas i sosial disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan eks
korban penyalahgunaan  napza dan korban perdagangan orang;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
rehabilitasi sosial dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akunt abilitas kinerja ; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Rehabilitas i Sosial Anak dan Lanjut Usia
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia berdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi
sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai denga n tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan tugas dan
tanggung ja wab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan inventarisasi data rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia;

6) Menyusun bahan pedoman dan supervisi pelaksanaan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
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7) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia;

8) Menyiapkan bah an koordinasi bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia;

9) Menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis
pelayanan perizinan orang tua angkat untuk pengangkatan anak
antar WNI dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal,

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usi asesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial  Penyandang Disabilitas

a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Rehabilitasi Sosial P enyandang
Disabilitas .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial P enyandang Disabilitas
mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi R ehabilitasi Sosial P enyandang
Disabilitas berdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi
sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Rehabilitasi Sosial P enyandang Disabilitas ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Sosial P enyandang Disabilitas sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan kebijakan operasional rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas;

6) Menyusun bahan pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas;

7) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metoda rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas;

8) Melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial
disabilitas tubuh dan bek as penyakit kronis, disabilitas netra,
cacat rungu, cacat wicara, cacat mental, anak cacat,
kelembagaan sosial penyandang cacat, perlindungan dan
advokasi sosial disabilitas;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi  Sosial P enyand ang Disabilitas dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis

9. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan

Korban Perdagangan Orang

a. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan
Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pel aksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban
Perdagangan Orang.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan
Napza dan Korban P erdagangan Orang mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial,

Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan
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Orang berdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi sosial
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan
Korban Perdagangan Orang ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban
Perdagangan Orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Tuna Sosial, Penyala hgunaan Napza dan Korban Perdagangan
Orang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pengolahan data Rehabilitasi Tuna Sosial
Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang/Korban
Tindak Kekerasan;

6) Meny usun bahan kebijakan operasional bidang Rehabilitasi Tuna
Sosial Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdaganga n
Orang/Korban Tindak Kekerasan :

7) Menyusun  bahanpedoman dan  supervisi  pelaksanaan
Rehabilitasi Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza dan Korban
Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan ;

8) Menyusun bahan -bahan pengembangan metoda Rehabilitasi
Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan
Orang/Korban Tindak Kekerasan;

9) Melaksanakan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan dan pengem is, tuna susila, bekas warga binaan
lembaga kemasyarakatan , orang dengan dugaan HIV/AIDSdan
Korban Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan;

10) Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi sosialdan Korban
Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan;

11) Mengevaluas i pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
rehabilitasi tuna sosial, penyalahgunaan Napza dan korban
perdagangan orang dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi r ehabilitasi
tuna sosial, penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan
orang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
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sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan,baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
pokok membantu kepala Dinas Sosial dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana, Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan , PMKS
dan PSKS, serta Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan program kerja
Dinas Sosialserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
perlindungan dan ja minan sosial sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan  bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai
dengan per aturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai t arget

kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi  pelayanan dibidang perlindungan sosial korban
bencana, jaminan sosial keluarga, pengelolaan data kemiskinan ,
PMKS dan PSKS;

6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan
perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga,
pengelolaan data kemiskinan , PMKS dan PSKS;
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7) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis
penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana, jaminan
sosial keluarga, pengelolaan d ata kemiskinan , PMKS dan PSKS;

8) Merencanakan pembinaan dan pengelolaan perlindungan sosial
korban bencana, jaminan sosial keluarga, pengelolaan data
kemiskinan , PMKS dan PSKS;

9) Merencanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bidang
perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga,
pengelolaan data kemiskinan , PMKS dan PSKS;

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan tuga s yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan baik lisan maupun tulisan.

11. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan S osial Korban
Bencana.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagainmana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana berdasarkan rencana op erasional Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

3) Membimbing pe laksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Sosial Korban Ben cana sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pengolahan data perlindungan sosial korban
bencana alam bencana sosial;

6) Menyusun bahan kebijakan operasional bidang perlindungan
sosial korban bencana alamd  an bencana sosial,

7) Menyusun bahan pedoman dan pelaksanaan perlindungan sosial
korban bencana alam dan bencana sosial,

8) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metoda perlindungan
sosial korban bencana alam dan bencana sosial;

9) Menyiapkan koordinasi bidang p  erlindungan sosial korban
bencana alam dan bencana sosial;

10) Melaksanakan bimbingan teknis dibidang perlindungan sosial
korban bencana sosial dari orang terlantar, kesiapsiagaan dan
mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi sosial, resosialisasi dan
rujukan ko rban bencana alam;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan
pimpinan baik lisan maupun tulisan.

12. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan , PMKS dan PSKS
a. Kepala  Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan , PMKS dan
PSKSmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pengelolaan Da ta Kemiskinan PMKS dan PSKS.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada
huruf a, kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan , PMKS dan PSKS
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan
PMKS dan PSKS berdasarkan rencana operasional Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Data Kemi skinan PMKS dan PSKS ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingk ungan Seksi  Pengelolaan
Data Kemiskinan PMKS dan PSKS sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rencana kerja Pengelolaan Data Kemiskinan,
PMKS & PSKS;

6) Menyusun bahan instrumen pendataan untuk pengelol aan data
kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan
potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

7) Melaksanakan inventarisasi data tentang  kemiskinan,
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial,

8) Melaksanakan penyediaan data dan informasi tentang
kemiskinan dan program penanggulang kemiskinan, penyandang
masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data Kemiskinan , PMKS dan PSKS dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Data Kemiskinan , PMKS dan PSKS sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
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13. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

a. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Kkegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga
berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Jaminan Sosial Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Jaminan
Sosial Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesala han;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang validasi dan
terminasi, bantuan sosial, kepesertaan , dan sumber daya
jaminan sosial keluarga;

6) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi,
kemitraan, penyaluran bantuan serta penampingan jaminan
sosial keluarga;

7) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur , dan kriteria
dalam validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan serta
sumber daya jaminan sosial keluarga,;

8) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam
pelaksanaan validas i dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan
serta sumber daya jaminan sosial keluarga;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Jaminan
Sosial Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja ;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Jaminan
Sosial Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
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berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan, ba ik lisan maupun tulisan.

14. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Sosial dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring , serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan Kesejahteraan

Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Seksi Kepahlawanan,

Keperintisan, = Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

(KSKRS) serta Seksi Pemberdayaan Sosial Perorang an, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial berdasarkan program kerja Dinas Sosial
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diber ikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan
sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;

6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan
penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana

bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan
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dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan  penyuluhan  kesejahteraan  sosial dan
pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan
masyaraka t;

8) Merencanakan pembinaan dan pengelolaan  penyuluhan
kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan, keluarga
dan kelembagaan masyarakat ;

9) Merencanakan pengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan
bidang penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber
dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan  kelembagaan masyarakat;

10) Merencanakan pelaksanaan program dan Kkegiatan bidang
penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan
dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;

11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaik an kinerja di masa
yang akan datang;

12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Sosial sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebag ai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpina n,
baik lisan maupun tulisan.

15. Kepala Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan
Sumber Dana Bantuan Sosial

a. Kepala Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan

Sumber Dana Sosialmempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pemberdayaan Sosialdalam penyusunan bahan perumusan
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kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta

evaluasi pelaks anaan program dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan

Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan

Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sos ial mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Sosials ebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan
Sumber Dana Bantuan Sosial;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyuluhan Kes ejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan
Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan penyuluhan program/kegiatan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS);

6) Menyusun bahan kebijakan operasional bidang penyuluhan
kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial;

7) Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan
penyuluhan dan penyebarluasan informasi pembangunan
kesejahteraan sosial dan sumber dana sosial;

8) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional Bidang
Pengelolaan Sumber Dana Sosial;

9) Menyusun bahan pedoman dan super visi pelaksanaan
pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

10) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metoda pengelolaan

sum ber dana sosial;
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11) Melaksanakan bimbingan teknis dibidang bimbingan dan
pengarahan dana sosial, administrasi perizinan, pengelolaan,
pemantauan, pelaporan dan penyelidikan dana sosial;

12) Melaksanakan bimbingan teknis dibidang identifikasi dan
analisis, serta asuransi kesejahteraan sosial.

13) Mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan dilingkungan  Seksi
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosialdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja;

14) Melaporkan pelak sanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan
Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosialsesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan, baik lisan maupun tulisan.

16. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan
dan Restorasi Sosial

a. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan Rest orasi Sosial.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepahlawanan, Kepe rintisan,
Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Sosials ebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksa naan
tugas  Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial ~ ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
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Restorasi Sosial sesuai dengan tugas dan tanggun g jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar  dari kesalahan;

5) Melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai -nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan , kesetiakawanan dan
restorasi sosial ;

6) Melaksanakan pengelolaan data yang berkaitan dengan usaha
usaha pengembangan nilai  -nilai kepahlawanan , keperintisan dan
kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

7) Menyiapkan bahan  fasilitasi  penyelenggaraan  bantuan
kesejahteraan sosial bagi pengembangan nilai -nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;

8) Menyiap kan bahan koordinasi bidang pengembangan nilai -nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;

9) Menyiapkanbahan penghargaan dan kesejahteraan keluarga
pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai -nilai
kepahlawan an, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;

10) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dibidang penghargaan dan
kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian nilai -nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan,
kesetiak awanan dan restorasi sosial;

11) Mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan dilingkungan  Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosialdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja;

12) Melaporkan pelaksanaa n kinerja dilingkungan seksi
Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain ya ng diberikan pimpinan,

baik lisan maupun tertulis.
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17. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyaraka t mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan bahan
perumusan Kkebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarg  a dan Kelembagaan
Masyaraka t.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
hurufa, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyaraka tmempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan S eksi Pemberdaya an Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan Masyaraka t berdasarkan rencana
operasional Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelak  sanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyaraka t;

3) Membimbing Pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyaraka t sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyaraka t sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan pengolahan data pemberdayaan sosia | perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;

6) Menyusun bahan kebijakan operasional bidang pemberdayaan
sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;

7) Menyiapkan bahan dan pembinaan untuk peningkatan kualitas
Sumber Dana Manusia (SDM) berupa b  imbingan, motivasi,
pelayanan sosial , dan pemberian bantuan kepada perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;

8) Melaksanakan kegiatan pembinaan SDM dan Manajemen, dan
pemberian bantuan sosial kepada perorangan, keluarga dan
kelembagaan masyarakat;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
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Masyaraka tdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan
SeksiPemberdayaan Sosial Perorangan, Kel uarga dan
Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

18. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
a. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Sosial dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring , serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan, Penanganan Fakir Miskin Perdesaan serta Seksi

Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -pulau Kecil.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa da
huruf a, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Penanganan Fakir Miskin berdasarkan program kerja Dinas
Sosialserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan  Bidang Penanganan Fakir Miskinsesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penanganan Fakir Miskin secara berkala  sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan di bidang penanganan fakir miskin
perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesis ir dan

pulau -pulau kecil,
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6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang
penanganan fakir miskin perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir
miskin pesisir dan pulau  -pulau kecil;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan penanga nan fakir miskin perkotaan, fakir
miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan pulau -pulau kecil;

8) Merencanakan pembinaan dan pengelolaan fakir miskin
perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan
pulau -pulau kecil,

9) Merencanakan  perumusan  kebija  kan, pembinaan  dan
pengendalian teknis program di bidang penanganan fakir miskin
perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan
pulau -pulau kecil,

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
Penanganan Fakir Miskin dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Penanganan Fakir
Miskin sesuai dengan tugas yang te lah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,

baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin
Perkotaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Fakir Miskin Perkotaan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin
Perkotaan berdasarkan rencana operasional bidang penanganan
faki r miskinsebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan ;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan  sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Perkotaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan
kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian
bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

6) Melaksanakan kebijakan identifikasi dan pengua tan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan
stimulant dan penataan lingkungan sosial;

7) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan s erta
pemberian bantuan stimu  lan dan penataan lingkungan sosial;

8) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan d i lingkungan Seksi
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan ~ dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan
Fakir Miskin Perkotaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang ; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis

20. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penanganan F akir  Miskin
Perdesaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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1) Merencanakan kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin
Perdesaan berdasarkan renc ana operasional Bidang Penanganan
Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan  ;

3) Membimbing pelaksa naan tugas bawahan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan
Fakir Miskin Perdesaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan s erta pemberian bantuan
stimulan dan penataan lingkungan social;

6) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial,

7) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervis [
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan s erta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial,

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan  dengan cara mengidentifikasi
hambat an yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Perdesaan  sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

21. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesi sir dan Pulau -Pulau
Kecil
a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -
Pulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Penanganan Fakir Miskin dalam penyusunan bahan perumusan

-335 -



kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordin asi, serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penanganan

Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan

Pulau -Pulau Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah
Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil berdasarkan rencana operasional
bidang penanganan fakir miskinsebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada  bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -

Pulau Kecil ;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -Pulau

Kecil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil sesuai dengan
prosed ur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Melaksanakan inventarisasi data penanganan fakir miskin
daerah pesisir dan pulau  -pulau kecil;

6) Menyusun bahan pedoman dan bimbingan lanjut penanganan
fakir miskin daerah pesisir dan pulau -pulau ke cil;

7) Melaksanakan penyiapan sinkronisasi program penanganan fakir
miskin pesisir dan pulau  -pulau kecil;

8) Melaksanakan bimbingan teknis pelatihan keterampilan sumber
daya manusia dan pengembangan usaha penanganan fakir
miskin pesisir dan pulau  -pulau kecil;

9) Melaksanakan pemberian bantuan stimulan penanganan fakir
miskin pesisir dan pulau  -pulau kecil;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -Pulau
Kecildengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada d alam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil sesuai dengan
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prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana  kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah kan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

F. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelatiha n dan
Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Pengawasan Ketenaga kerjaan ,
serta Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepal a Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimempunyai
rincian tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi berdasarkan rencana strategis Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas, tanggung
jawab, permasalahan dan hamb atan serta ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Merumuskan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster
kompetensi;

6) Merumuskan Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;

7) Melaksanakan Konsultansi produktivitas pada perusahaan
menengabh;
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8) Merumuskan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi;

9) Merumuskan Pelayanan antar kerja lintas Daerah
Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

10) Menerbitkan rekomendasi teknis izin LPTKS lebih dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

11) Merumuskan Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;

12) Melaksanakan Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna
penempatan) di Daerah provinsi;

13) Menerbitkan rekomendasi teknis Pengesahan RPTKA
perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan,
jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

14) Menerbitkan rekomendasi teknis perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;

15) Menerbitkan  rekomendasi  teknis Pengesahan peraturan
perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk
yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

16) Merumuskan pencegahan dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah
provinsi;

17) Merumuskan penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah
minimum  sektoral  provinsi  (UMSP), upah  minimum
kabupaten/kota (UMK) , dan upah  minimum  sektoral
kabupaten/kota (UMSK);

18) Merumuskan penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan;

19) Merumuskan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

20) Merumuskan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari
lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
pada kawasan transmigrasi;

21) Merumuskan pengembangan satuan permukiman pada tahap
pemantapan pada kawasan transmigrasi;

22) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan data ng;
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23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi ;dan

24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan perumusan rencana

program dan Kkegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta
perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,S ekretaris mempunyai  rincian tugas sebagai berikut

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan  program kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi serta  petunjuk  pimpinan  sebagai pedoman
pelaksanaan tu gas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai  target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian , keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
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8)

9)

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

Menyusun laporan  pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan

administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan

pengelolaan inventaris  barang dan aset Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Merencanakan kegiatan = Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membimbing pelaksanaan tuga s bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
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7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuh an barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkun gan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berl aku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris da lam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
dib erikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
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6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yang bersumber dari APBD maupun
APBN,;

7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  ;

8) Menyusun lapo ran keuangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan  Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dim aksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesa lahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
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Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  yang
bersumber dari APBD maupun APBN :

7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja , Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8) melaksanakan monitoring , evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota;

10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

11) Mengevaluasi pel aksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelapor an sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai
tugas pokok membantu  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pelatihan dan Pemagangan, Seksi Kelembagaan dan
Akreditasi , serta Seksi Bina Produktivitas.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
mempunyai rincian tugas sebaga i berikut
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelatihan

dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan program kerja Dinas
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tuga s kepada bawahan di
lingkungan  Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelatihan dan Pro duktivitas Tenaga Kerja  secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional dibidang pelatihan dan Pemagangan, Kelembagaan
dan Akreditasi serta Bina Produktivitas;

6) Merencanakan penyusunan bahan pedoman pengaturan
standardisasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

8) Merencanakan  pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

9) Merencanakan penyusunan bahan pengendalian teknis program
dibidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja;

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pelatihan
dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan d an
Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan
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a. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan k egiatan pada Seksi Pelatihan dan Pemagangan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan  mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelatihan dan Pemagangan
berdasarkan rencana operasional Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelatihan dan Pem agangan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelatihan dan Pemagangan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan
dan Pemagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;

6) Menyusun bahan pedoman pengaturan standardisasi Pelatihan
dan Pemagangan;

7) Melaksanakan pembina an dan pengembangan Pelatihan dan
Pemagangan,;

8) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
Pelatihan dan Pemagangan;

9) Menyusun bahan pengendalian teknis program Pelatihan dan
Pemagangan,;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pelatihan dan Pemagangan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelatihan
dan Pemagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akunta bilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi

a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Kelembagaan dan Akr editasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala  Seksi Kelembagaan dan Akreditasi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Akreditasi
berdasarkan rencana operasional Bidang Pelati han dan
Produktivitas Tenaga Kerja  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kelembagaan dan Akreditasi ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kelembagaan dan Akreditasi  sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan  Seksi
Kelembagaan dan Akreditasi sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;

6) Menyusun bahan pedoman pengaturan standardisasi
Kelembagaan dan Akreditasi pelatihan;

7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan dan
Akreditasi;

8) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
Kelembagaan dan Akreditasi;

9) Menyusun bahan pengendalian teknis penyelenggaraan pelatihan
tenaga kerja;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Kelembagaan dan Akreditasi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;
11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Kelembagaan dan Akreditasi sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan
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12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Seksi Bina Produktivitas
a. Kepala Seksi Bina Produktivitasmempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Ten aga Kerja dalam

penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Bina Produktivitas

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Produktivitas mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Produktivitas berdasarkan
rencana operasional Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada  bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Produktivitas; ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Produktivitas  sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Produktivitas  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;

6) Menyusun bahan pedoman pengaturan
standardisasi PeningkatanBina Produktivitas kelembagaan dan
tenaga kerja ;

7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Bina
Produktivitas ;

8) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Bina
Produktivitas ;

9) Menyusun bahan pengendalian teknis Bina Produktivitas;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Produktivitas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perba ikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Produktivitas ~ sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
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berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring  serta  pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Lembaga Hubungan
Industrial dan Penyelesaian Perselisihan, Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial , serta Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan
program Kkerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawah an di lingkungan  Bidang
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
berdasarkan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada baw ahan di
lingkungan  Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja berdasarkan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Hubung an Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
berdasarkan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5) Merencanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis
operasional bidang lembaga hubu ngan industrial dan
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penyelesaian perselisihan, pengupahan dan jaminan sosial, serta
pem asyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;

6) Merencanakan penyusunan rumusan bahan pengaturan lembaga
hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan, pengupahan
dan jaminan sosial, serta pem asyarakatan hubungan industrial
dan syarat kerja;

7) Merencanakan penyelenggaraaan koordinasi kegiatan bidang
lembaga hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan,
pengupahan dan jaminan sosial, serta pem asyarakatan
hubungan industrial dan syarat kerja;

8) Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
bidang lembaga hubungan industrial dan penyelesaian
perselisihan,  pengupahan dan jaminan  sosial, serta
pem asyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;

9) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan, bidang lembaga hubungan industrial dan penyelesaian
perselisihan,  pengupahan dan jaminan  sosial, serta
pem asyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas baw ahan di Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11) Menyusun lapor an pelaksanaan tugas Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebag ai  bentuk
akuntabilitas kinerja  ; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan

a. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian
Perselisihanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan
Penyelesaian Perselisihan
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud p ada
huruf a, Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan
Penyelesaian Perselisihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan
Penyelesaian  Perselisihan berdasarkan rencana operasional
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan ;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Lembaga
Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;

6) Menyusun bahan rumusan pengaturan Seksi Lembag a
Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan ;

7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan;

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan ;

10) Mengevaluasi pelaksanaan keg iatan di lingkungan  Seksi Lembaga
Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Lembaga
Hubungan Industri al dan Penyelesaian Perselisihan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
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a. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosialmempunyai tugas
pokok membantu Kepala  Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerjadalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengaw asan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai
rincian tugas sebagai berikut
1) Merencanakan kegiatan  Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  sebagai pedoman pelaksanaan
tugas ;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengupahan dan Jaminan Sosials esuai dengan tu gas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengupahan
dan Jaminan Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;

6) Melaksanakan penyusunan rumusan bahan pengaturan;

7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan;

8) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan;

9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian

kegiatan ;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengupahan dan Jaminan Sosial dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;
11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Pengupahan dan Jaminan Sosial sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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13. Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial  dan Syarat Kerja

a. Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koo rdinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja memp unyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan Kkegiatan Seksi Pemasyarakatan Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja berdasarkan rencana operasional
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat

Kerja;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerjas esuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai
dengan prosedur dan pe raturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional dan
pengaturan;

6) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan;

7) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan;

8) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan d an pengendalian

kegiatan ;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
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10) Melaporkan  pelaksanaan kine rja di lingkungan Seksi
Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik li san maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
a. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
pokok membantu  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Norma Kerja, Seksi Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja , serta Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengawasan Ket enagakerjaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pengawasan ketenagakerjaan  berdasarkan program kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendi stribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan ketenagakerjaan  sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan ketenagakerjaan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis
operasional bidang norma kerja, keselamatan kerja dan
kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;

6) Merencanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan norma kerja,
keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum
ketenagakerjaan;
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7) Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
norma kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta
penegakan hukum ketenagakerjaan;

8) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan, norma kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja,
serta penegakan hukum ketenagakerjaan;

9) Merencanakan koordinasi dan pembinaan norma Kerja,
keselamatan ke rja dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum
ketenagakerjaan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan lapora n kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebag ai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasa n lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Norma Kerja

a. Kepala Seksi Norma Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawa san,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Norma Kerja.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Norma Kerja mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Norma Kerja berdasarkan
rencanaoperasional Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan  sebagai
pedoman pelaksanaan tugas ;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Norma Kerja,

3) Membimb ing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Norma Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Norma Kerja
sesuai dengan prosedur dan peratur an yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;

6) Melaksanakan perencanaan penyelenggaraan koordinasi
kegiatan;

7) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengawasan norma kerja

8) Melaksanakan koordinasi monitoring pelaksanaan kegiatan;

9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Norma
Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Norma
Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan me ndatang;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Ket enagakerjaan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud p ada
huruf  a, Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pel aksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar  terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang
lembaga Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

6) Melaksanakan perencanaan penyelenggaraan koordinasi
kegiatan;

7) Menyusun bahan perumusan, pelaksanaan dan penyusunan
kebijakan di bidang Pengawasan Norma Keselamatan dan
Keseahatan Kerja (K3) ;

8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;

9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seks I Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

17. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

a. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerja anmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan  kegiatan pada Seksi Penegakan  Hukum
Ketenagakerjaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penegakan Hukum

Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Penegakan Hukum
Ketenagakerjaan berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penegakan
Hukum Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;

6) Melaksanakan perencanaan penyelenggaraan koordinasi
kegiatan;

7) Menyusun bahan perumusan, pelaksanaan dan penyusunan
kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
ketenagakerjaan, serta penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;

9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penegakan
Hu kum Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

18. Kepala Bidang Penempatan Tenaga K erja dan Transmigrasi

-357 -



a. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam  merencanakan  perumusan  kebijakan,
melaksanakan  koordinasi,  monitoring , serta  pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar

Kerja, Seksi Penempatan Tenaga Kerja , dan Seksi Transmigrasi.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transm igrasi

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan
program Kkerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tuga S;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan sesuai

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk p elaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan menyiapkan bahan perum usan kebijakan teknis
operasional dibidang  Pengembangan Pasar Kerja, Penempatan
Tenaga Kerja serta Transmigrasi ;

6) Merencanakan penyusunan pedoman pengaturan standardisasi
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan
Pengembangan Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja , serta
Transmigrasi ;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara membandingkan
antara rencana o perasional dengan tugas -tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang;

-358 -



9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sesuai dengan tugas yang telah
dilaksana kan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja
a. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja mempunyai tugas pokok
membantu  Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  dalam penyusunan bahan perumusan Kkebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar
Kerja.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Kerja
berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Kerja dan
Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Pasar Kerja;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunga n Seksi
Pengembangan Pasar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan  Seksi
Pengembangan Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku a  gar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;

6) Menyusun bahan pedoman pengaturan
standardisasi Pengembangan Pasar Kerja;

7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pasar Kerja;

8) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan
Pengembangan Pasar Kerja ;

9) Menyusun bahan pengendalian teknis Pengembangan Pasar
Kerja;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Kerja dengan cara mengidentifikasi

-359 -



hambatan yang ada d alam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pengembangan Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

20. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
a. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
membantu  Kepala Bidang Penempatan  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  dalam penyusunan baha n perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penempatan Tenaga
Kerja.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerj a mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan Kkegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja
berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Kerja dan
Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan t ertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional,

6) Menyusun pedoman pengaturan standardisasi ;

7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan;

8) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan;

9) Menyusun bahan pengendalian teknis Seksi Penempatan Tenaga
Kerja;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penempatan Tenaga Kerja dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
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11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di lingkungan  Seksi
Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

21. Kepala Seksi Transmigrasi

a. Kepala SeksiTransmigrasi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Transmigrasi .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi  Transmigrasi berdasarkan rencana
operasional Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas ;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jaw ab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Transmigrasi;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Transmigrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Transmigrasi
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional
dibidang fasilitasi perpindahan, Pengerahan dan penempatan,
dan pembinaan pasca penempatan transmigrasi;

6) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan
pelaksanaan dibidang fasilitasi perpindahan, Pengerahan dan
penempatan, dan pembinaan pasca penempatan transmigrasi;

7) Melaksanakan pengendalian teknis program dibidang fa silitasi
perpindahan, Pengerahan dan penempatan trasmigrasi, dan
pembinaan pasca penempatan transmigrasi;

8) Menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis dibidang fasilitasi perpindahan, pengerahan
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dan penempatan dan pembinaan pasca penempatan
transmigrasi;

9) Melaksanakankoordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan
fasilitasi perpindahan, pengerahan dan penempatan, dan
pembinaan pasca penempatan transmigrasi;

10) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan fasilitasi  perpindahan, Pengerahan dan penempatan,
dan pembinaan pasca penempatan transmigrasi;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Transmigrasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melapo rkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Transmigrasi  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertul  is.

G. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas, BidangPengelolaan Sampah, Limbah B3dan
Pengendalian Pencemaran, Bidang Perencan aan dan Pemanfaatan
Hutan , serta Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;
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2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ses uai dengan program yang
telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana,;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;

5) Mengoordinasikan pengkajian dampak dan penegakan hukum
lingkungan;

6) Merumuskan kebijakan operasional pengkajian dampak dan
penegakan hukum lingkungan;

7) Mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan;

8) Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan
pengendalian kerusakan lingkungan;

9) Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan
SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan;

10) Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya
manusia , dan pemberdayaan masyarakat pengelola | ingkungan;

11) Menetapkan surat rekomendasi teknis perizinan dibidang
lingkungan hidup vyaitu izin pengumpulan limbah bahan
berbahaya dan beracun (limbah B -3) skala Provinsi;

12) Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan
lingkungan hidup dengan Pemeri  ntah,Pemerintah  Provinsi, serta
Pemerintah Kabupaten dan Kota;

13) Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan
lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah Provinsi;

14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan K  ehutanan dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kegiatan yan g
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telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dalam melaksanakan perumusan
rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring,
urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset,
serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dima ksud pada
huruf a,S ekretaris mempunyai  rincian tugas sebagai berikut

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutananserta  petunjuk  pimpinan  sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Mendistrib usikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat ses uai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan , serta evaluasi dan
pelaporan;

7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
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8) Mengevaluasi pelaksan aan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Se kretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebag ai bentuk
akuntabilitas kinerja  ; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris ba rang dan aset Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan pe raturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
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7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuha n barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan ;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
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6) Melaksanakan p enatausahaan keuangan lingkup Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari APBD
maupun APBN;

7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Lingkungan H idup
dan Kehutanan ;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub B agian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesu ai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  sesuai dengan tugas dan
tanggung ja wab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusuna n dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
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Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIMD) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang bersumber dari APBD maupun APBN X

7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja , Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

8) melaksanakan monitoring , evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

9) Melaksanakan fasilitasi program da  n kegiatan dari Pemerintah
Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota serta dari Pemerintah Provinsi  untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pela poran sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
a. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan  koordinasi, monitoring  serta  pengendalian

pelaksanaan program dan keg iatan Seksi Perencanaan dan Kajian
Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum , serta
Seksi Peningkatan Kapasitas.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf  a, Kepala  Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitasmempunyai rincia  n tugas sebagai berikut:
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1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penataan
dan peningkatan kapasitas berdasarkan program kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas k  epada bawahan di lingkungan bidang
penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
penataan dan peningkatan kapasitas secara berkala ses uai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional
Penataan dan Peningkatan Kapasitas;

6) Mengoordinasikan fasilitasi rekomendasi teknis pelayanan
perizinan bidang lingkungan hidup;

7) Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah
Kabupaten/ Kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis
usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan
UKL UPL dalam wilayah provinsi;

8) Merencanakan bahan peng elolaan dan tindak lanjut atas
laporan/pengaduan  masyarakat dan hasil pengawasan
pengendalian  akibat pencemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan;

9) Merencanakan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan
dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

10) Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas
pengelola lingkungan hidup;

11) Menyusun bahan dan menfasilitasi kebutuhan diklat dan
penyuluhan;

12) Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;

13) Merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas;

14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
penataan dan peningkatan kapasitas dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
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yang telah dil aksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan
peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkunganmempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang
penataan dan peningkatan kapasitasdalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.

b. Untuk melaksanakan tugas poko k sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkunganmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang penataan
dan peni ngkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan d i lingkungan  Seksi
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai d engan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
dan lingkungan;

6) Menyusun bahan kebijakan RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi
pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, serta pem antauan dan
evaluasi pelaksanaan RPPLH,;

7) Melaksanakan pengkajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup serta melaksanakan pengendalian
pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung daya
tampung.
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8) Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan
hidup);

9) Melaksanakan kajian sinkronisasi RLPLH Nasional,
Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

10) Melaksanakan kajian Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, penyusunan Status Lingkungan H idup Daerah,
penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

11) Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
RPPLH;

12) Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Provinsi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten/Kota;

13) Melaksanakan fasilitasi  keterlibatan  masyarakat dalam
pelaksanaan KLHS, memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan
KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi
KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14) Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencega han
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal,

UKL -UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

15) Memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL
daUKL/UPL);

16) Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan
hidup yang transpa ran (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
dan menyusun surat rekomendasi teknis perizinan untuk proses
izin lingkungan;

17) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

18) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan Seksi
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mend atang; dan

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
a. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukummempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan  Peningkatan
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Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan Kkebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan
Penegakan Hukum.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, K epala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukummempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan
peningkatan kapasitas  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan
dan Penegakan Hukum  sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalaha n;

5) Melaksanakan kebijakan teknis penanganan pengaduan,
pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan yang meliputi Sanksi Administrasi, Sengketa/Perdata
dan Pidana;

6) Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan,
pentaatan dan peneg akan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

7) Melaksanakan program penanganan pengaduan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

8) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi , dan penyusunan
laporan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaa tan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

9) Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi deng an pusat dan
daerah dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan,

pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

-372 -



11) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap daerah
dan kegiatan/usaha yang diduga/sudah melakukan pencemaran
dan/atau ker usakan;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengaduan dan Penegakan Hukum dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaduan
dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
a. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pa da Seksi Peningkatan Kapasitas.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas
berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan
peningkatan kapasitas  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Peningkatan Kapasitas

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawa  han di lingkungan Seksi
Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan
Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan Perlindungan dan Pengelolaan L  ingkungan Hidup;

6) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat,
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kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7) Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan
keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

8) Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;

9) Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat

hukum adat;
10) Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal , atau
pengetahuan tradisional terkait Perlindungan da n Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

11) Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

12) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal
atau p engetahuan tradisional terkait PPLH;

13) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

14) Melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pen getahuan
tradisional terkait PPLH;

15) Menyiapkan sar ana prasarana peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;

16) Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas
instruktur dan penyuluh LH, dan pengembangan materi diklat
dan penyuluhan LH;

17) Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh
LH;

18) Melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH,;

19) Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
termasuk meny iapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH ;

20) Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH dan
mengembangkan jenis penghargaan LH;

21) Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
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22) Melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang
kompeten dan duk ungan program pemberian penghargaan
tingkat nasional.

23) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Peningkatan Kapasitas dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

24) Melaporkan  pelaksanaan kinerj a di lingkungan Seksi
Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

25) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

Pencemaran

a.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan
kebijakan, mela ksanakan koordinasi, monitoring , serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , serta
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada

huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan

Pengendalian Pencemaranmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran berdasarkan
program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan ~ Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran sesuai dengan tugas pokok dan  tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Pengendalian Pencemaran sesuai dengan peraturan dan prose  dur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan = Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
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Pencemaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk m encapai target kinerja yang
diharapkan;

5) Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan
sampah, limbah B3, pencemaran lingkungan, kerusakan dan
pemeliharaan lingkungan di Provinsi;

6) Merencanakan target pengurangan dan penanganan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;

7) Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional,

8) Merencanakan dan mengoordinasikan penyediaan sar ana
pras arana pengolahan sampabh;

9) Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi
pengelolaan Sampah;

10) Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan perizinan
pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan
dan pencabutan);

11) Merencanakan bahan pertim bangan teknis perizinan bagi
pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan
perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan
alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/ Kota dalam
wilayah Provinsi;

12) Merencanakandan mengoordinasikan pemantauan dan
pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan,
pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

13) Merencanakandan mengoordinasikan pengembangan teknologi
pengelolaan limbah B3 dan pengembangan investasi dalam
usaha pengelolaan limbah B3;

14) Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan sumber
pencemar institusi, non institusi, kualitas air, udara, tanah serta
pesisir dan laut;

15) Merencanakan dan mengoordinasikan penentuan baku mutu
lingkungandan sumber pencemar;

16) Merencanakan dan mengoordinasikan pen gembangan sistem
informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan
akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat;
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17) Merencanakan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap
sumber pencemar institusi dan non institusi;

18) Merencanak an dan meng oordinasikan pembinaan tindaklanjut
rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non
institusi;

19) Merencanakan dan meng oordinasikan Penentuan kriteria baku
kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan
lingkungan;

20) Merencana kandan mengoordinasikan perlindungan, pengawetan
dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

21) Merencanakandan mengoordinasikan pencadangan sumber daya
alam Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

22) Merencanakan dan meng oordinasikan inventarisasi GRK,
penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman
hayati, dan pelaksanaan konservasi,

23) Merencanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan
berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan dan
pengawasan, konservasi keanekaragaman hayati;

24) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian konflik
dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

25) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem
informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

26) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lin gkungan Bidang
Pengelolaan = Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

27) Menyusun  laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja ; dan

28) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik | isan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
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dan Pengendalian Pencemaran dalam penyusunan bahan perumusan

kebij akan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah

B3mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah
B3 berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada  bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sampah dan Limbah B3  sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesal ahan;

5) Menyiapkan dan meng oordinasikan kebijakan pengelolaan
sampah di Provinsi;

6) Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;

7) Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;

8) Menyiapkan dan meng oordinasikan penyediaan sar ana pras arana

pengolahan sampabh;
9) Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi pengelolaan

Sampabh;

10) Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan pengumpulan
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan);

11) Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi
pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;

12) Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pengangk utan
Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)
dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
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13) Melaksanakan pemantauan dan pembinaan  terhadap
pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan , dan
penimbunan limbah B3;

14) Menyiapkan dan mengoordinasikan Pengembangan teknologi
pengelolaan limbah B3;

15) Menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan investasi
dalam usaha pengelolaan limbah B3;

16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sampah dan Limbah B3  sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

a. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah
B3 dan Pengendalian Pencemaran dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi p elaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiat an Seksi Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tert ib
dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5) Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
institusi;

6) Melak sanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta
pesisir dan laut;

7) Meleksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan penentuan
baku mutu sumber pencemar;

8) Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi
dampak dan pemberian peringatan akan penc emaran atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

9) Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;

10) Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
dan non institusi;

11) Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

12) Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

13) Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai aku ntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

a. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Pengendalian Pencemaran dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi
Pemeliharaan Lingkungan  Hidup .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan Pengendalian pencemaran sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

3) Membimbing p elaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesu ai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam;

6) Melaksanakan pencadangan sumber daya alam pelaksanaan
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

7) Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi
GRK;

8) Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;

9) Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

10) Melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian
kerusakan keanekarag aman hayati;

11) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
konservasi keanekaragaman hayati;

12) Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati; dan pengembangan sistem informasi
dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

14) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pemeliharaan Lingkungan H idup sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

-381 -



14. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutanmempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan  koordinasi,  monitoring , serta  pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan

Penatagunaan Hasil Hutan, Seksi Pemanfaatan Hutan dan

Penatausahaan Hasil Hutan , serta Seksi Aneka Usaha dan Promosi

Kehutanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud p ada
huruf a, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program kerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung j awab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi pelayanan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan,
serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;

6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan Perencanaan dan
Penatagunaan Ha sil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi
Kehutanan

7) Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis
dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan
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pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan /atau KPHL dalam
1 (satu) Provinsi;

8) Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis
dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan
kemitraan dalam 1 (satu) Provinsi;

9) Merencanakan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat
provin si dan neraca sumber daya hutan provinsi;

10) Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian
dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemunguta n hasil hutan
kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi
di wilayah Provinsi;

11) Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian
dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan sela in karbon,
pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada
Hutan Lindung di wilayah Provinsi;

12) Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian
pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha
pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah
Provinsi;

13) Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian
pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan,
perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan
pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah
Provinsi;

14) Merencanakan rumusan kebijakan terkait rencana dan
bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja
usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin
koridor di wilayah Provinsi;

15) Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan
pengendalian penatausah aan hasil hutan, iuran kehutanan,
peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di

Provinsi;

16) Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan
pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin
usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan
kayu;

17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perencanaan dan  Pemanfaatan  Hutan dengan cara
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membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kin erja di masa yang akan datang;

18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutandalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Penatagunaan Hasil Hutan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perenca nhaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Perencanaan dan Penatagunaan
Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional Bidang
Perencanaan dan P emanfaatan Hutan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hut ansesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar d ari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan
teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan
penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang
dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

6) Menyiapkan  bahan dalam rangka pengembangan promosi,
investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan
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sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu)
Provinsi;

7) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana
kehutanan tingkat provinsi dan nerac a sumber daya hutan
provinsi; dan

8) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status
dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan
hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di
wilayah Provinsi;

9) Membuat laporan dan evalua si pelaksanaan tugas sesuai tugas
dan fungsinya,

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan  pelak sanaan kinerja di lingkungan  Seksi
Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
a. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil

Hutanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutandalam penyusunan bahan

perumusan  kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada

Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil

Hutanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan
dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan rencana
operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan ;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
SeksiPemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan
Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi
perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali
pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu, pe mungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil
hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

6) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis
izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu
pada Hutan Produksi di wilayah Pr ovinsi;

7) menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan
dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin
pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;

8) menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian
penatausah aan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil
hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;

9) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar
industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin
perluasan industri primer serta pembina an, pengendalian, dan
pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;

10) Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi, promosi
pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan
dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi da n data
base hasil hutan bukan kayu;

11) Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan izin
perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan
kapasitas produksi < 6000 m3/tahun;

12) Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi
sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan
hasil hutan kayu.

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan cara
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mengidentifika si hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan ren cana kegiatan mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis

17. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

a. KepalaSeksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutananmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
Hutan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Aneka Usaha dan
Promosi Kehutanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebag aimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Aneka Usaha dan Promosi
Kehutanan berdasarkan rencana operasional Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Aneka Usa ha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha
dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku ag ar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan aneka usaha
dan jasa lingkungan;

6) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman aneka

usaha dan promosi kehutanan;
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7) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
produk primer hasil hutan;

8) Melaksanakan penyiapan bahan  penyusunan  rencana
pengembangan pemanfaatan dan aneka usaha kehutanan;

9) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekowisata,
agrowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan;

10) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan mo nitoring
aneka usaha hasil hutan non kayu;

11) Melaksanakan  penyiapan bahan  penyusunan pedoman
pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan;

12) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengembangan
aneka usaha kehutanan;

13) Melaksanakan  penyiapan bahan penyusunan  pedoman
pemanfaatan hasil hutan;

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Aneka
Usaha dan Promosi Kehutanan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

15) Melaporkan pelaksanaan kine rja di lingkungan Seksi Aneka
Usaha dan Promosi Kehutanan s esuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertul  is.

18. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan

Masyarakat

a. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakatmempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan
RehabilitasiHutan Lahan, Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat , serta Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
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Masyarakatmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaa n
DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan
program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat secara
berkala sesuai dengan perat uran dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi pelayanan urusan Pengelolaan DAS dan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat, serta Kons ervasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
Merencanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan DAS
dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam

dan Ekosistem;

Merencanakan kebijakan, koordinasi, bim bingan teknis dan
evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS),
pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi
pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi dalam rehabilitasi lah  an, rehabilitasi lahan di kawasan
bergambut, mangrove dan pantai/pesisir,
penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah

dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber

daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu

tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;

10) Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan

evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan

kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
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11) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan
kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan
kemitraan kehutanan d  alam Provinsi; dan

12) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi
hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat,
dan kemitraan dalam Provinsi;

13) Merencanakan kebijakan, bimbingan tek nis dan evaluasi
pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah
penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,
pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan
bernilai ekosistem penting di Provinsi ;

14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kine rja di masa yang akan datang;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan DAS,
KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan

a. KepalaSeksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
Lahanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi
Hutan Lahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimak sud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan

Lahanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Merencanakan kegiatan  Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi
Hutan Lahan berdasarkan  rencana  operasional Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan P emberdayaan Masyarakat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan ;
Membimbing pelaksanaan tugas b  awahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
DAS dan Rehabilitasi Hut an Lahans esuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan pe netapan Rencana
Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah
Provinsi;

Menyiapkan bahan dalam monitoring dan ev aluasi pelaksanaan
pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS,
Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
DAS di wilayah Provinsi;

Menyiapkan bahan dalam pembangunan system infromasi
pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabiltasi di
Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan

di luar kawasan hutan negara di wilayah Pro vinsi;

10) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui

penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan
lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan
Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan
pantai/pesisir di  wilayah Provinsi;

11) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan

pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar
kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;

12) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan rehabi litasi lahan di luar kawasan hutan negara di
wilayah Provinsi.
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13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendata ng;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang d iberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis

20. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. KepalaSeksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi  Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakatmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional
Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
perat uran yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan,
penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam

Provinsi;
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6) Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi
penyuluhan di bidang kehut  anan dalam Provinsi;

7) Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;

8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang
kehutanan dalam Provinsi;

9) Menyiapkan bahan dalam  pemberdayaan m asyarakat,
pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha,
pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;

10) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan
pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan
pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan
kemitraan) dalam Provinsi;

11) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan
penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan
sosial dalam Provinsi;

12) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat di  bidang kehutanan dalam Provinsi.

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja d i lingkungan Seksi  Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat ses uai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertul  is.

21. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

a. KepalaSeksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan DAS,
KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistemmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Merencanakan kegiatan Seksi  Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan
DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Memba gi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ;
Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosis tem sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhinda r dari kesalahan;

Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan
pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

di wilayah Provinsi;

Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada
kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi,
konsultasi dan bantuan hokum bidang kehutanan di wilayah
Provinsi;

Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan
hutan dan pengamana n hutan, dan pembentukan forum/
lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah
Provinsi;

Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan
pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran
hutan dan lahan di wilayah Provinsi;

Menyiapkan bah an dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan,
sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan
penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah
Provinsi Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum
kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan d I wilayah

Provinsi;

10) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
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11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA
Kabupaten/Kota.

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

H. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencanamempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga, Bidang P erlindungan Perempuan dan
Anak, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil , serta Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Kel wuarga Berencanamempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Ana Kk, Kependudukan dan Keluarga
Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana  sesuai dengan program yang telah
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

ditetapkan dan k ebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;

Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperole h kinerja yang
diharapkan;

Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana
teknis lingkup dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana  sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pe mberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana ; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana  dalam melaksanakan perumusan rencana

program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta

perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
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huruf a,S ekretaris mempunyai  rincian tugas sebagai berikut

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependuduka  n dan Keluarga Berencana serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan  pelaporan;
Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan , serta evaluasi dan
pelaporan;

Merencanakan bahan rumusan rancangan Kkebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan , kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebag ai bentuk
akuntabilitas kinerja  ; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawa ian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan :

5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
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11) Melaporkan pelaksanaan kiner ja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependud ukan dan Keluarga Berencana.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai denga n tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana ;

6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga B erencana yang bersumber dari APBD maupun
APBN;

7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana
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8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan
Perempuan , Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana ;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan  Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Pro gram, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaks ud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan  sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari ke salahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana ;

-400 -



6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanayang
bersumber dari APBD maupun APBN ;

7) Mengoordinasikan penyusunan lap  oran kinerja , Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana

8) melaksanakan monitoring , evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana ;

9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota serta dari Pemerintah  Provinsi  untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana ;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lin gkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedu r dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

a. Kepala Bidang Pemberday aan Perempuan dan Keluargamempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengarustamaan Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan
dan Seksi PeningkatanKualitas Keluarga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
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huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

mempunyai rincian  tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berdasarkan program
kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi pet unjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahankebijakan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga;

6) Merencanakan bahan koordinasi dan fa silitasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;

7) Merencanakan bahan pembinaan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga;

8) Merencanakan bahan monitoring BidangPemberdayaan
Perempuan dan Keluarga;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawah  an di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10) Menyusun laporan pela ksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis

7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender
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a. KepalaSeksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Keluargadalam  penyusunan bahan  perumusan  kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan
Gender.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengarusutamaan Gendermempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pe ngarusutamaan Gender
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pe ngarusutamaan Gender;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengarusutamaan Gender sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengaru sutamaan Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan
gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

6) Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi , dan mediasi pelaksanaan
kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku;

7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yangberlaku;

8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang responsif
gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi gender;

10) Melaksanakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis,
penyajian da n kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

11) Menyusun bahan dan melaksanakan pemanfaatan dan
penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis

kelamin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
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12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengarusutamaan Gender dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

13) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pengarusutamaan G ender sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

a. KepalaSeksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiata n pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Kualitas Hidup Perempuan;

3) Membimbing pelaks anaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kualitas
Hidup Perempuan sesuai dengan prose  dur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan kualitas hidup
perempuan sesuai;

6) Menyusun bahan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi
pengintegrasian  kebijakan,  peningkatan  kualitas  hidup
perempuan yang terka it dengan bidang pembangunan terutama
bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
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7) Menyusun bahan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

8) Menyusun bahan pedoman, norma, standar, prosedur, Kriteria,
penguatan pelembagaan ke luarga kecil berkualitas , dan jejaring
program dan kegiatan;

9) Menyusun bahan pedoman, advokasi, komunikasi informasi
pokjanal desa/kelurahan siaga aktif sesuai dengan pedoman
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga,

10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitas | program gerakan sayang
ibu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

11) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program pokjanal
desa/kelurahan siaga aktif;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas
Hidup Perempuan dengan cara m  engidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kerja di masa mendatang;

13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas
Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegia tan
mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

a. KepalaSeksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksan aan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Peningkatan Kualitas Keluarga;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Peningkatan Kualitas Keluarga sesua i dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan
Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalaha n;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas
keluarga;

6) Melaksanakan koordinasi kegiatan  -kegiatan organisasi
perempuan/wanita seperti PKK, Dharma Wanita dan organisasi
perempuan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas keluarga
sesuai dengan p rosedur dan peraturan yang berlaku;

7) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan organisasi perempuan termasuk PKK dan Dharma
Wanita dalam rangka peningkatan kualitas keluarga sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

8) Melaksanakan koordinasi peringatan hari -hari besar yang
berhubungan dengan perempuan;

9) Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan
dalam rangka pemberdayaan kemandirian organisasi perempuan
dan peningkatan kualitas keluarga;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Peningkatan
Kualitas Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur
dan perat uran yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
renana kegiatan mendatang;  dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegi atan
Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Pemenuhan Hak Anak , dan
Seksi Perlindungan Khusus Anak.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
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mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyus un rencana operasional di lingkungan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan program kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendis tribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawaha n di
lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak secara be rkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan kebijakan Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak berdasarkan;

6) Merencanakan bahan dan melaksanakan upaya promotif,
prefentif, kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan
perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur serta ketentuan
yang berlaku;

7) Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

8) Merencanakanbahan pembinaan Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak;

9) Merencanakan bahan  monitoring Bidang  Perlindungan
Perempuan dan Anak ;

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas vyang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
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11. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

a. KepalaSeksi Perlindungan Perempuanmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anakdalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Perempuan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Perempuanmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan  Perempuan
berdasarkan  rencana  operasional Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada  bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Perlindungan Perempuan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberi kan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan  Seksi
Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun  bahan  perumusan  kebijakan  perlindungan
perempu an;

6) Menyusun bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan
perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga Kkerja
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta
perempuan di daerah yang terkena bencana;

7) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan
kebijakan program perlindungan perempuan;

8) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, prefentif,
kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan perempuan
sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;

9) Mengevaluasi pelaksanaan keg iatan di lingkungan Seksi
Perlindungan  Perempuan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

10) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan
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yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan renana kegiatan
mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

a. KepalaSeksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak  Anak

berdasarkan  rencana  operasional Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksnaan
tugasSeksi Pemenuhan Hak Anak;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemenuhan
Hak Anak sesuai dengan  prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rencana perumusan kebijakan  Seksi
Pemenuhan Hak Anak;

6) Menyusun bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat
Provinsi ;

7) Menyusun bahan fasilitasi pengintregasian kebijakan pemenuhan
hak anak;

8) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit
kerja terkait dan organisasi/LSM dalam rangka penyuluhan
terhadap pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku;
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9) Melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan
kerja pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak sesuai dengan
prosedur dan peraturan yangberlaku;

10) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak;

11) Melaksanakan penguatan pelayana n posyandu sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku;

12) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak
anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan  Seksi
Pemenuhan Hak Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemenuhan
Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

15) Melaksaakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak

a. KepalaSeksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Khusus Anak.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anakmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak
berdasarkan rencana  operasional Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Perlindungan Khusus Anak;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rencana perumusan kebijakan perlindungan
khusus anak (1. anak dalam situasi darurat; 2. Anak yang
berhadapan dengan hukum; 3. Anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi; 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual; 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6. Anak
yang menjadi korban pornografi; 7. Anak dengan HIV/AIDS; 8.
Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9.
Anak korban kekerasan fisik dan/atau ps ikis; 10. Anak korban
kejahatan seksual; 11. Anak korban jaringan terorisme; 12. Anak
penyandang disabilitas; 13. Anak korban perlakuan salah dan
penelantaran; 13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
14. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari p elabelan terkait
dengan kondisi orang tuanya);

6) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan perlindungan khusus
anak sesuai dengan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus
Anak;

7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan jaringan kerja
pelaksanaan perlin dungan khusus anak;

8) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan khusus anak
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan
khus us anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perlindungan Khusus Anak dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan Kinerj a di masa
mendatang;
11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi

Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

12) melaksa nakan tugas kedinasan lain yang dibe rikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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14. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Bere ncana dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi Pembinaan Kependudukan, Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil

dan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan program kerja
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencanaserta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tug as pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipilsesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipilsecara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan

5) Merumu skan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

6) Merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan bidang
kependudukan dan catatan sipil;

7) Merumuskan bahan monitoring pelaksanaan pembinaan bidang
kependudukan dan catatan sipil;

8) Merumuskan bahan  koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi pelaksanaan tugas;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara membandingkan
antara rencana kerja operasional dengan tugas -tugas yang telah
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dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akunta bilitas kinerja; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan

a. KepalaSeksi Pembinaan Kependudukan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipildalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kependudukan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sek si Pembinaan Kependudukan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan
Kependudukanberdasarkan rencana operasional Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesua i dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Kependudukan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar peke rjaan berjalan tertib dan lancer;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan Kkebijakan seksi pembinaan
kependudukan sesua i dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

6) Menyusun bahan pembinaan pengolahan data  profil
kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

7) Menyusun bahan dan mela ksanakan pembinaan pengolahan
data kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
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8) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan
kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku aga r kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

9) melaksanakan pembinaan pengelolaan Sistem Administrasi
Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

10) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan
kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerj a di masa
mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kependudukansesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberik an oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil

a. KepalaSeksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipildalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pencatatan
Sipilberdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawa b masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Pencatatan Sipilsesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Pencatatan Sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan
yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan Kkebijakan seksi pembinaan

pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku;
6) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan

pencatatan sipil;

7) Menyusun bahan pengolahan data pencatatan sipil;

8) Melaksanakan pembinaan pencatatan sipil sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku;

9) Melaksanakan monito ring pembinaan administrasi pencatatan
sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
pencatatan sipil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa men datang ;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkunga n pencatatan sipil
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang ; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik li  san maupun tulisan.

17. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. KepalaSeksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan
dan Catatan Sipildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengelolaa n Informasi Administrasi
Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan berdasarkan rencana operasional Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan
tug as;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Informasi A dministrasi Kependudukan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukansesuai dengan prosedur
dan peraturan yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan seksi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;

6) Mengelola Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sentral
Data Kependudukan;

7) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi
berbasis teknologi informasi;

8) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan layanan
informasi kependudukan;

9) Melaksanakan pembinaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

10) Mendokumentasikan dan melaksanakan penyajian data
kependu dukan terkait pemanfaatan data sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
ki nerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisa n maupun tulisan.

18. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kepen dudukan dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk, Seksi Advokasi,
Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pemb inaan Layanan KB , serta
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Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga

Berencana.

. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun r encana operasional di lingkungan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan program Kkerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusi kan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingk ungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB secara berkala sesuai den gan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

5) Merumuskan bahan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB;

6) Merumuskan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB,;

7) Merumuskan bahan pembinaan Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB;

8) Merumuskan bahan monitoring Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB dengan cara membandingkan
antara rencana  operasional dengan tugas -tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian
Penduduk dan KB sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
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11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

a. KepalaSeksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai
tugas pokok m embantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
KBdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pemetaan dan Pengendalian
Penduduk.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf  a, Kepala  Seksi Pemetaan dan Pengendalian
Pendudukmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemetaan dan Pengendalian
Penduduk berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian
Pendud uk dan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Se ksi
Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemetaan
dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan prosedur dan
peratura n yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pemetaan dan pengendalian penduduk;

6) Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pemetaan
dan pengendalian penduduk;

7) Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan
pelayanan informasi persebaran penduduk sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku;

8) Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
pusat dengan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka
pemetaan dan pengendalian kuant  itas penduduk;

9) Melaksanakan penetapan sasaran pemetaan dan pengendalian
penduduk serta pemanfaatan perencanaan pemetaan dan
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pengendalian penduduk dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pengendalian penduduk;

10) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi dalam
pengendalian penduduk sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan pengendalian kependudukan;

11) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemetaan dan
pengendalian penduduk;

12) Melaksanakan monitoring pengenda  lian penduduk sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mengetahui kegiatan
sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemetaan dan  Pengendalian Penduduk dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemetaan
dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;  dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

20. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan

Layanan KB

a. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
Pembinaan Layanan KB mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan
Layanan KB.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
Pembina an Layanan KBmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi,
Edukasi dan Pembinaan Layanan KB berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
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tugasSeksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
Pembinaan Layanan KB;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Advokasi, K omunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan
Layanan KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Advokasi,
Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
pembinaan layanan KB;

6) Menyusun bahan pengembanga n desain program, pengelolaan
dan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
pembinaan layanan KB sesuai kearifan budaya lok al;

7) Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran Advokasi,
Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB;

8) Menyiapkan dan melaksanakan  Advokasi, Komunikasi,
komunikasi dan informasi, edukasi serta konseling pelayanan KB
dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);

9) Menyiapkan dan melaksanakan promosi Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeks i Menular
Seksual (IMS) dan bahaya Narkoba Psikotr  opika dan Zat Adiktif
Lainnya ( NAPZA) dan perlindungan hak -hak reproduksi sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Advokasi, Komunikasi
Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB;

11) Melaksanakan monitoring pelaksanaan Advokasi, Komunikasi
Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB apakah sudah
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Advokasi, Komu nikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan
layanan KB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Advokasi,
Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan | ayanan KB
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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21. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sej ahtera dan Pelayanan

Keluarga Berencana

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan
Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga
Berencana.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Kelua rga Sejahtera dan
Pelayanan Keluarga Berencanamempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
dan Pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KBsebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan
Keluarga Berencana;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di li ngkungan Seksi
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga
Berencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Keluarga Sejahte ra dan Pelayanan Keluarga
Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera dan Pelayanan Keluarg a Berencana;

6) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan Seksi
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga
Berencana;

7) Melaksanakan kebijakan serta jaminan dan pelayanan KB,
peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
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8) Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan kesehatan
reproduksi remaja (KRR) dan perlindungan hak -hak reproduksi
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

9) Melaksanakan bina keluarga balita dan anak, bina ketahanan
remaja, bina ketahanan keluarga lansia dan rentan serta
pemberdayaan ekonomi keluarga;

10) Melaksanakan kebijakan serta pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga sejahtera;

11) Melaksanaka n kebijakan serta melaksanakan penguatan
kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;

12) Melaksanakan pembinaan personil dan penyelenggara pelayanan
kel uarga berencana;

13) Melaksanakan fasilitasi untuk peningkatan layanan keluarga
berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencanadengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

15) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga
Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tulisan.

. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai tugas

pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarka n Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa da
huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desamempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pe doman
pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan program
yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Di nas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan cara mengadakan rapat/pertemuan
dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;

5) Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sekretariat, bidang
penataan dan kerjasam a desa, bidang pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana,

6) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksa na
teknis lingkup dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara
membandingkan rencana de ngan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
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9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan

perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,

monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan

dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,S ekretaris mempunyai  rincian tugas sebagai berikut

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan pe raturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharap kan;

5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi , pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi da n pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawah an di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
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9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesua I dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebag ai bentuk
akuntabilitas kinerja  ; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris ba rang dan aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

3) Membimbing pelaksanaan tuga s bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebu tuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
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10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan d i lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Kkegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional
Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan t ugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku a gar terhindar dari kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersumber dari APBD
maupun APBN;
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8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa ;

9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan
kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan
Daerah (LPPD) , dan Bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Des a;

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta dari P  emerintah  Provinsi  untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hamb atan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

a. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat, Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa , serta Seksi Pembinaan Kerjasama
Desa.

b. Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja operasional di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa berdasarkan program kerja Dinas
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan da
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaa n tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

5) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan desa adat

pat

sesuai dengan peraturan pe rundang -undangan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Merumuskan pedoman penetapan susunan kelembagaan,
pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat
berdasarkan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan = dapat berjalan dengan baik;

7) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;

8) Merumuskan pedoman pembinaan peran permusyawaratan dan
musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

9) Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan desa sesuai

dengan sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

10) Merumuskan pedoman kerjasama antar desa antar daerah
Kabupaten/Kota se -Provinsi Banten sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

11) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar
desa dalam rangka pembinaan kerjasama desa antar daerah
Kabupaten/Kota se -Provinsi Banten berdasarkan rencana
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operasional Seksi Pembinaan Kerjasama Desa agar kegiatan
dapat berjalan dengan  baik;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa dengan cara membandingkan
anatara rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yan g akan datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan
kerjasama Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan mau pun tertulis.

6. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat

a. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penataan dan Pembinaan Desa
Adat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa
Adat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi Penataan dan Pembinaan Desa
Adat berdasarkan rencana operasional Bidang P enataan dan
Kerjasama Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan d i lingkungan Seksi
Penataan dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan
dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur d an peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan pedoman penataan dan pembinaan
desa adat sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Menyusun bahan perumusan penetapan susunan kelembagaan,
pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat
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berdasarkan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

7) Menyusun bahan pembinaan peran permusyawaratan dan
musyawarah desa adat se suai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

8) Melaksanakan penataan dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat,
kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat de sa
adat sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa adat sesuai
dengan peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;

10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat sesuai dengan
peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat be rjalan dengan baik;

11) Melaksanakan koordinasi dan fasillitasi untuk mempercepat
kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;

12) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk m eningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan desa adat sesuai dengan
peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;

13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan pembinaan
desa adat sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan
dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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7. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa

a. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan , pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai
rincian tugas sebagai beriku  t:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancar an pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja  bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembinaan kelembagaan
desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standardisasi , bimbingan teknis dan supervisi pembinaan
kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk melaksanakan
pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pembinaan kelembagaan desa sesuai denga n prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;

-431 -



9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kelembagaan Desa dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang ;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpin an baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa

a. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa  mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan  bahan  perumusan  kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawa san, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Pembinaan Kerjasama Desa

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala  Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencana kan kegiatan Seksi Pembinaan Kerjasama Desa
berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Kerjasama Desa |

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria,
dan prosedur kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se -
Provinsi Bant en sesuai dengan peraturan perundang -undangan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa
antar daerah Kabupaten/Kota se -Provinsi Banten dalam rangka
pembinaan kerjasama desa sesuai dengan pr osedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
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7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan
kelompok/lembaga antar desa antar daerah Kabupaten/Kota se
Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

8) Melaksanakan pembinaan kelompok/lembaga antar desa antar
daerah Kabupaten/Kota se -Provinsi Banten sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan balik;

9) Melaksanakan monitoring pel aksanaan kerjasama antar desa
antar daerah Kabupaten/Kota se  -Provinsi Banten sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan balik;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa dengan c¢ ara menidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi PerencanaanPartisipatif, Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat , dan Seksi Ketahanan Ma syarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program
kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggun g jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanak an bahan pembangunan partisipatif sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;

6) Merencanakan bahan pengembangan kapasitas masyarakat
sesuai dengan program dan k egiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;

7) Merencanakan bahan pembinaan pengembangan kapasitas
masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

8) Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat
sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan
dapat berjalan dengan b aik ;

9) Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;

10) Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;

11) Merencanakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program
dan kegiatan Din as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

12) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
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13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan = Lembaga Kemasyarakatan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas -tugas
lain yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai b  entuk akuntabilitas
kinerja; dan

15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif

a. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Perencanaan Patrtisipati f.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif = mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan  Seksi  Perencanaan  Partisipatif
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kela ncaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan Partisipatif;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerj a bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif
sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku sebagai
pedoman pe laksanaan tugas;

6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standardisasi
dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan
teknis dan supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan
pemb angunan partisipatif;

7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui
pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan
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pembangunan partisipatif desa, pembinaan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), dan fasilitasi musyawarah desa,

sesuai dengan pros edur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;

8) Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa),
Kesatuan G erak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya
dalam rangka membangun Desa mewujudkan Desa Membangun
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;

9) Melaksa nakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem
perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan Partis ipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Perencanaan Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kine rja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat .

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas
Masyarakat berdasarkan rencana operasio nal Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;

3) Membimbing pela ksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat
sesuai dengan pera turan perundang -undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Menyusun bahan perencanaa n sebagai bahan pengembangan
kapasitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standardisasi
dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan
teknis dan supervisi pelaksanaan dibidang pengembangan
kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan
perundang -undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik ;

8) Melaks anakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui
fasilitasi ruang pembelajaran masyarakat (RBM) Desa,
pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa, sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang -undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan de ngan baik ;

9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan perundang -undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;

10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan
penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang -undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
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12) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di lingkungan  Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja d an
rencana kegiatan mendatang;  dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat

a. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lem baga Kemasyarakatan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Ketahanan Masyarakat

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan  kegiatan  Seksi Ketahanan Masyarakat
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada  bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran tugasSeksi
Ketahanan Masyarakat;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerja  an berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan
Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan
perundang -undangan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standardisasi
dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan
teknis dan s upervisi pelaksanaan dibidang pembinaan ketahanan
masyarakat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan dengan baik

-438 -



7) Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi
hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paraleg al sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;

8) Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa
melalui pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain :
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), lemb aga ketahanan
masyarakat desa (LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM), Karang Taruna, Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Desa (TP -PKK Desa) sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
bai k;

9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
ketahanan masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

10) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan
masyarakat sesuai dengan p rosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Ketahanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melapor kan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan
Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan  maupun tertulis.

13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring , serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa , serta Seksi Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:
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1) Menyusun rencana operasional di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa  berdasarkan  program  kerja  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk t ugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi k esalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat D esa secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

5) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pemberdayaan
masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pe laksanaan tugas;

6) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pembinaan
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembentukan Badan
Usaha Milik (BU M) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi
desa serta usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pengembangan
Badan Usaha Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan
ekonomi desa serta usah a ekonomi masyarakat desa sebagai
pedoman pelaksanaan tugas ;

9) Merencanakan bahan pelaksanaan pemberdayaan lembaga
masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tuga;

10) Merencanakan pelaksanaan koordi  nasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;

11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas -tugas yang telah
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dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sesuai dengan tugas y ang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada  Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Kkegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desaberdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan S eksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekrjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berla ku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6) Melaksanakan bimbingan teknis dan s upervise di bidang
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang -undangan yang berlaku agar kegiatan
berjalan dengan baik;

7) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
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desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dalam rangka
pemberdayaan masyarakat desa;

8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program
dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber daya ma  nusia dan sumber daya alam
yang ada di Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;

9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah
direncanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program
dan kegiatan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) Melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pemberdayaa n Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas dan rencana
kegiatan mendatang; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masy  arakat Desa
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa dalam penyusunan bahan  perumusan  kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi , serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Desa

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Desaberdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa ;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan tu